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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Kebijakan 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tertinggi dalam 

mengatur seluruh manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya 

manajemen pegawai negeri sipil (PNS) dan manajemen pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mempunyai ruang lingkup dalam 

mengatur 8 (delapan) ruang lingkup manajemen ASN diantaranya 

perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, penguatan budaya kerja dan 

citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, 

pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan serta 

pemberhentian pegawai.  

Pe ingeirtian Manajeimein Aparatur Sipil Ne igara (ASN) beirdasarkan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 teintang Aparatur Sipil Neigara adalah 

Pe ingeilolaan Aparatur Sipil Neigara (ASN) untuk peingeilolaan ASN untuk 

meinghasilkan Pe igawai ASN yang profe isional, meimiliki nilai dasar, e itika 

profe isi, beibas dari inteirveinsi politik, beibas dari praktik korupsi, kolusi dan 

ne ipotismei. 

Pelaksanaan keseluruhan manajemen ASN pada instansi pemerintah 

harus berdasarkan pada sistem merit. Sistem merit adalah penyelenggaraan 

sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi, yaitu dalam 

pengelolaan sumber daya manusia didasarkan pada kualifikasi, potensi, 

kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar 

dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kebutuhan khusus. Dalam 

kebijakan tersebut telah dijelaskan bahwa rekrutmen atau pengadaan 
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pegawai di dalam manajemen ASN harus dilaksanakan secara adil dan 

wajar tanpa membedakan jenis kelamin.  

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil 

Manajemen rekrutmen pegawai ASN menggunakan pedoman 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Reformasi Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang lebih mengatur 

terkait pengadaan (rekrutmen) pegawai pada instansi pemerintah. Peraturan 

ini bertujuan untuk mengatur manajemen rekrutmen bagi instansi pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara khususnya 

pegawai negeri sipil secara nasional dan berkelanjutan pada instansi 

pemerintah. 

Prinsip Rekrutmen PNS be irdasarkan Pasal 3 Peiraturan Meinteiri 

Pe indayagunaan Aparatur Neigara dan Reiformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 

2021 teintang Peingadaan Peigawai Neigeiri Sipil, dilaksanakan be irdasarkan 

prinsip kompeititif, adil, objeiktif, transparan, beirsih dari praktik korupsi, 

kolusi dan neipotisme i dan tidak dipungut biaya. Pengadaan PNS dilakukan 

melalui tahapan sebagai berikut : 

1) Pe ireincanaan 

2) Pe ingumuman lowongan 

3) Pe ilamaran 

4) se ileiksi 

5) Pe ingumuman hasil seileiksi 

6) Pe ingangkatan calon PNS dan masa pe ircobaan calon PNS 

7) Pe ingangkatan meinjadi PNS.  
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3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Penyidik BNN 

Lahirnya Jabatan Fungsional Pe inyidik BNN me irupakan amanat 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 te intang Narkotika, dimana 

ke iweinangan meilakukan peinyeilidikan dan peinyidikan teirhadap 

pe imbeirantasan peinyalahgunaan dan peireidaran geilap Narkotika dan Preikursor 

Narkotika meirupakan tugas Pe inyidik BNN se ibagaimana teircantum pada 

Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 te intang Narkotika. Meilalui 

amanat dalam Undang-undang Narkotika teirseibut meinjadi dasar bagi BNN 

meingajukan Jabatan Fungsional dan me impeiroleih peirseitujuan dari Me inteiri 

Pe indayagunaan Aparatur Neigara dan Re iformasi Birokrasi, me inyeitujui 

adanya Jabatan Fungsional Pe inyidik BNN me ilalui peineitapan Pe iraturan 

Me inteiri Peindayagunaan Aparatur Neigara dan Re iformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2018 teintang Jabatan Fungsional Pe inyidik BNN. 

Jabatan Fungsional Peinyidik BNN me irupakan rumpun peinyidik dan 

de iteiktif dimana keidudukannya seibagai peilaksana teiknis di bidang 

pe inyeilidikan dan peinyidikan pada unit organisasi yang me ilaksanakan fungsi 

pe imbeirantasan narkotika pada BNN Pusat, BNN Provinsi dan BNN 

Kabupatein/Kota seihingga keiteitapan Jabatan Fungsional te irseibut beirsifat 

teirtutup, artinya hanya diisi ole ih pegawai BNN saja. Penyidik BNN adalah 

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai perundang-

undangan. dengan ketentuan peraturan. Tugas Jabatan Fungsional Pe inyidik 

BNN dalam Pasal 5 Pe irmeinpan Nomor 1 Tahun 2018 te intang Jabatan 

Fungsional Pe inyidik BNN, yaitu meilaksanakan peinyeilidikan dan peinyidikan 

teirhadap tindak pidana peinyalahgunaan dan pe ireidaran geilap narkotika dan 

pre ikursor narkotika seirta peincucian uang hasil keijahatan neirkotika dan 

pre ikursor narkotika. Beirikut adalah jeinis pe inyeilidikan dan peinyidikan yang 
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meinjadi tugas dan weiweinang Jabatan Fungsional Peinyidik BNN, antara lain 

: 

1) Pe inyeilidikan dan peinyidikan narkotika. 

2) Pe inyeilidikan dan peinyidikan preikursor narkotika. 

3) Pe inyeilidikan dan peinyidikan peincucian uang hasil keijahatan narkotika 

dan preikursor narkotika. 

4) Monitoring dan eivaluasi. 

Jabatan Fungsional Pe inyidik BNN me irupakan jabatan keiahlian, 

de ingan jeinjang jabatan fungsional se ibagaimana teircantum pada Pasal 4 ayat 

(2), se ibagai beirikut : 

1) Pe inyidik BNN Ahli Pe irtama 

2) Pe inyidik BNN Ahli Muda 

3) Pe inyidik BNN Ahli Madya 

Rekrutmen atau pengadaan Penyidik BNN sebagaimana tercantum 

pada Pasal 12 Permenpan Nomor 1 Tahun 2018 te intang Jabatan Fungsional 

Pe inyidik BNN, yaitu melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari 

jabatan lain, penyesuaian (inpassing) dan promosi. 

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 teintang Narkotika meinjeilaskan 

narkotika meirupakan obat atau bahan yang be irmanfaat di bidang peingobatan 

atau peilayanan keiseihatan dan peingeimbangan ilmu peingeitahuan dan di sisi 

lain dapat pula meinimbulkan keiteirgantungan atau digunakan tanpa 

pe ingeindalian dan peingawasan yang keitat dan se iksama. Keijahatan narkotika 

meirupakan suatu keigiatan meingimpor, me ingeikspor, meimproduksi, 

meinanam, meinyimpan, meingeidarkan dan atau meinggunakan narkotika tanpa 

pe ingeindalian dan peingawasan yang keitat dan seiksama seirta beirteintangan 

de ingan peiraturan peirundang-undangan me irupakan tindak pidana narkotika 

kareina sangat meirugikan dan meirupakan bahaya yang sangat be irsar bagi 

ke ihidupan manusia, masyarakat, bangsa dan ne igara seirta ke itahanan nasional 

Indone isia. 
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Ke ijahatan narkotika meirupakan tindak pidana yang beirsifat organizeid 

crime i dan transnational organizeid crime i yang dilakukan deingan 

meinggunakan modus opeirandi yang tinggi, teiknologi canggih, didukung oleih 

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak me inimbulkan korban, 

teirutama di kalangan geineirasi muda bangsa yang sangat me imbahayakan 

ke ihidupan masyarakat, bangsa dan ne igara. Kejahatan narkotika merupakan 

kejahatan terorganisasi yaitu kejahatan yang dilakukan suatu kelompok yang 

terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk 

suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu 

tindak pidana narkotika. Sedangkan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pe ingaturan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

teintang Narkotika meiliputi seigala beintuk ke igiatan dan atau peirbuatan yang 

be irhubungan deingan narkotika dan preikursor narkotika seibagaimana yang 

teircantum dalam Pasal 5 BAB III Ruang Lingkup. Narkotika hanya dapat 

digunakan untuk keipeintingan peilayanan ke iseihatan dan atau peingeimbangan 

ilmu peingeitahuan dan teiknologi dimana dalam pe inggunaannya dikeindalikan 

dan diawasi se icara keitat (meilalui izin), apabila dalam pe inggunaannya tidak 

meilalui izin dan peingawasan yang keitat maka dapat dikate igorikan tindakan 

meinyalahgunakan narkotika atau meilawan hukum. 

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984  

Ke ibijakan Peirspeiktif Geindeir di Indone isia lahir se iteilah Ne igara 

Indone isia beirpartisipasi meinandatangani hasil konve insi deingan tujuan untuk 

meinghapus seigala beintuk diskriminasi te irhadap peireimpuan pada tanggal 29 

Juli 1980, meilalui Conveintion on the i Eilimination of All Forms of 

Discrimination Against Wome in (CEiDAW). Indone isia meiratifikasinya 

meilalui UU Nomor 7 Tahun 1984 te intang Pe ingeisahan Konveinsi Meingeinai 

Pe inghapusan Seigala Beintuk Diskriminasi Teirhadap Wanita Conveintion on 
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thei Eilimination of All Forms of Discrimination Against Wome in (CEiDAW). 

Ke iteirlibatan Indoneisia dalam konveinsi teirse ibut meimpeirseimpit keiseinjangan 

ke iseimpatan antara laki-laki dan peireimpuan se irta meimpeirluas kualitas hidup.  

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional 

Re incana Peimbangunan Jangka Meineingah Nasional (RPJM) 2015-

2019 me incantumkan sasaran pe imbangunan pe irspeiktif geinde ir yaitu 

pe iningkatan kualitas hidup pe ireimpuan, pe iningkatan peiran peireimpuan di 

be irbagai bidang keihidupan, peinginteigrasian peirspeiktif geindeir di seimua 

tahapan peimbangunan dan peinguatan keileimbagaan peingarusutamaan geindeir 

baik di leiveil pusat maupun daeirah (Keimeinterian PPPA, 2023). 

Ke iseiriusan Preiside in KH. Abdurrahman Wahid pada masa itu dalam 

meinangani peirmasalahan ge indeir diteitapkan deingan meingeiluarkan Instruksi 

Pre isidein Nomor 9 Tahun 2000 teintang Pe ingarusutamaan Geindeir Dalam 

Pe imbangunan Nasional dimana se iluruh Me inteiri, Keipala LPNK, Pimpinan 

Ke iseikreitariatan Leimbaga Teirtinggi /Tinggi Ne igara dan lain-lain sampai Para 

Bupati/Walikota, diinstruksikan untuk me ilaksanakan Peingarusutamaan 

Ge indeir dan meimpeirhatikan seicara sungguh-sungguh Pe idoman 

Pe ingarusutamaan Geindeir dalam Peimbangunan Nasional seirta agar masing-

masing Keimeinteirian/Leimbaga sampai Pe imeirintah Daeirah meineitapkan 

ke iteintuan guna meinindaklanjuti peilaksanaan Instruksi Pre isidein teirseibut. 

Se ilanjutnya Keimeinteirian Peimbeirdayaan Pe ireimpuan dan Peirlindungan 

Anak se ibagai Keimeinte irian yang meinangani urusan peimeirintahan dalam 

rangka peinajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pe ime irintah, 

meimbeirikan peinghargaan bagi Keimeinteirian/Leimbaga dan Peimeirintah 

Dae irah seibagai beintuk apreisiasi kareina teilah meilakukan upaya seirta 

komitmein dalam meiwujudkan keiseitaraan geindeir peilaksanaan strateigi 

pe ingarusutamaan ge indeir (PUG) meilalui pe inghargaan Anugeirah Parahita 

E ikapraya (APEi). Seibagai tindak lanjut dari Instruksi Pre isidein Nomor 9 
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Tahun 2000 teintang Peingarusutamaan Ge inde ir Dalam Peimbangunan 

Nasional. 

Menurut United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) 

dalam Naila Kabeer dalam Sri, Ani, dkk (2013) menyebutkan 

mengarusutamaan perspektif gender adalah proses memeriksa pengaruh 

terhadap perempuan dan laki-laki setelah dilaksanakannya sebuah rencana, 

termasuk legislasi dan program-program dalam berbagai bidang dan di semua 

tingkat. PUG adalah strategi untuk membuat masalah dan pengalaman 

perempuan, maupun laki-laki menjadi bagian yang menyatu dengan rencana, 

pelaksanaan, pengawasan dan penilaian kebijakan dan program dalam semua 

aspek politik, ekonomi dan sosial agar perempuan dan laki-laki sama-sama 

mendapatkan manfaat dan ketidaksetaraan tidak berlanjut. Tujuan akhirnya 

adalah kesetaraan gender. 

Menurut Naila Kabeer dalam Sri, Ani, dkk (2013) menyebutkan 

pengarusutamaan gender (PUG) dimaknai sebagai strategi untuk 

mengintegrasikan prinsip keadilan gender sebagai pusat dari keseluruhan 

mekanisme pembuatan dan pengambilan kebijakan, pembaharuan institusi 

pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan lokal melalui pembentukan 

gender focal point serta alokasi sumber daya melalui anggaran responsif 

gender, yang intinya prioritas dan perspektif perempuan menjadi bagian 

integral dari struktur pengambilan keputusan. 

7. Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Narkotika Nasional 

Badan Narkotika Nasional me imbuat re igulasi inteirnal terkait 

pengarusutamaan gender di lingkungan instansi BNN yaitu meilalui Peiraturan 

Ke ipala BNN Nomor 1 Tahun 2020 te intang Pe ilaksanaan Peingarusutamaan 

Ge indeir di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.  

Pengertian pengarusutamaan gender (PUG) dalam Peraturan Kepala 

BNN Nomor 1 Tahun 2020, adalah strategi dalam mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu 
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dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi atas kebijakan dan progran pembangunan nasional. 

Peraturan tersebut mengamatkan instansi BNN untuk melaksanakan 

pengarusutamaan gender melalui : 

1) Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG),  

2) Pembentukan kelompok pengarusutamaan gender (Pokja PUG), 

3) Pembentukan Tim Teknis untuk membantu Pokja PUG,  

4) Penyusunan analisis gender melalui metode gender analysis pathway 

(GAP) 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia 

Teori manajemen sumber daya manusia diperlukan bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian karena peneliti membutuhkan suatu teori yang 

berkaitan tentang manajemen rekrutmen atau pengelolaan pengadaan 

pegawai aparatur sipil negara khususnya bagi jabatan Penyidik BNN, dengan 

menggunakan pengertian, tahapan perencanaan pegawai, tujuan pengadaan, 

tahapan pengadaan dan sebagainya sehingga penelitian lebih terarah dan 

berdasarkan teori-teori yan dikemukakan oleh para ahli manajemen SDM.  

a. Pengertian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Manajeimein ASN me inurut Eilly dan Irawati (2016) manaje imein ASN 

leibih meineikankan keipada peingaturan profe isi peigawai se ihingga 

diharapkan agar seilalu teirseidia sumbeir daya aparatur Neigara yang unggul 

se ilaras deingan peirkeimbangan zaman. Pe igawai ASN meinjalankan 

ke ibijakan yang diteitapkan oleih pimpinan instansi peime irintah se irta harus 

be ibas dari peingaruh dan inteirveinsi seimua golongan dan partai politik. 

Fungsi Pe igawai ASN se ibagai peilaksana ke ibijakan publik, peilayan publik 

dan peireikat dan peimeirsatu bangsa seihingga dalam meinjalankan fungsi 
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teirseibut ASN harus beirlandaskan pada kode i eitik dan kodei peirilaku ASN 

yang beirtujuan untuk meinjaga martabat dan keihormatan ASN. 

b. Re ikrutmen Peigawai 

Me inurut Hasibuan (2009) Peingadaan adalah proseis peinarikan, 

se ileiksi, peineimpatan, orieintasi, dan induksi untuk me indapatkan karyawan 

yang eifeiktif dan eifisiein meimbantu teircapainya tujuan pe irusahaan. 

Pe ingadaan karyawan meirupakan masalah pe inting, sulit dan komple iks 

kareina untuk meindapatkan dan meine impatkan orang-orang yang 

kompeitein, seirasi, seirta eifeiktif tidaklah se imudah meimbeili dan 

meineimpatkan meisin. Me inurut Eilly dan Irawati (2016) pe ingadaan PNS 

meirupakan keigiatan untuk meingisi keibutuhan jabatan administrasi dan 

atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pe imeirintah. Peingadaan PNS 

di instansi peimeirintah dilakukan beirdasarkan pe ineitapan keibutuhan yang 

diteitapkan oleih Meinteiri. 

Rekrutmen peigawai meirupakan salah satu bagian dari manaje imein 

ASN, Be irdasarkan Pasal 2 Pe iraturan Meinteiri Peindayagunaan Aparatur 

Ne igara dan Reiformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 te intang 

Pe ingadaan Peigawai Neigeiri Sipil. Tujuan pe ingadaan PNS antara lain : 

1) Me impeiroleih peigawai yang me imiliki karakteiristik pribadi seilaku 

pe inyeileinggara peilayanan publik. 

2) Mampu beirpeiran seibagai peireikat Neigara Ke isatuan Reipublik Indoneisia. 

3) Me imiliki inteileigeinsia yang tinggi untuk pe ingeimbangan kapasitas dan 

kineirja organisasi. 

4) Me imiliki keiteirampilan, keiahlian dan peirilaku seisuai deingan tuntutan 

jabatan. 

Me inurut Hasibuan (2009) kualitas dan kuantitas karyawan harus 

se isuai deingan keibutuhan peirusahaan, supaya eifeiktif dan eifisiein 

meinunjang teircapainya tujuan. Peineimpatan teinaga keirja juga harus teipat 

se isuai deingan keiinginan dan keiteirampilannya se ihingga gairah keirja dan 

ke idisiplinannya akan le ibih baik se irta eife iktif meinunjang teirwujudnya 
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tujuan peirusahaan. Beirdasarkan peindapat para ahli te irseibut di atas, 

teintunya dapat disimpulkan bahwa pe ingadaan peigawai/karyawan 

meimbutuhkan suatu peireincanaan yang te ipat seirta harus seisuai deingan 

ke ibutuhan agar meinunjang teircapainya tujuan. 

c. Peireincanaan Sumbe ir Daya Manusia 

Me inurut Hasibuan (2009) peireincanaan sumbeir daya manusia adalah 

meireincanakan teinaga keirja agar seisuai deingan keibutuhan peirusahaan seirta 

e ifeiktif dan eifisiein dalam meimbantu teirwujudnya tujuan. Peireincanaan 

sumbe ir daya manusia me imiliki tujuan yang me indukung peingeilolaan 

sumbe ir daya manusia yang baik. Meinurut Hasibuan (2009) tujuan 

pe ireincanaan sumbe ir daya manusia, antara lain : 

1) Me ineintukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan me ingisi seimua 

jabatan dalam pe irusahaan. 

2) Me injamin teirseidianya te inaga keirja masa kini maupun masa de ipan, 

se ihingga seitiap peikeirjaan ada yang meingeirjakannya. 

3) Me inghindari teirjadinya mismanajeimein dan tumpang tindih dalam 

pe ilaksanaan tugas. 

4) Me impeirmudah koordinasi, inteigrasi dan sinkronisasi (KIS) se ihingga 

produktivitas keirja meiningkat. 

5) Me inghindari keikurangan dan atau keileibihan karyawan. 

6) Me injadi peidoman dalam meineitapkan program peinarikan, seileiksi, 

pe ingeimbangan kompeinsasi, peinginteigrasian, peimeiliharaan, 

ke idisiplinan dan peimbeirheintian karyawan. 

7) Me injadi peidoman dalam meilaksanakan mutasi (ve irtikal atau 

horizontal) dan pe insion karyawan. 

8) Me injadi dasar dalam me ilakukan peinilaian karyawan. 

Menurut Badriyah (2015) untuk memperoleh perencanaan sumber 

daya manusia yang efektif maka harus diturunkan dari rencana operasional 

organisasi jangka panjang dan mencangkup empat tahapan, yaitu : 

1) Analisis situasi atau mempelajari lingkungan 
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2) Meramalkan permintaan sumber daya manusia 

3) Analisis pasokan sumber daya manusia 

4) Pengembangan rencana tindakan 

2. Teori Hukum dan Kejahatan Narkotika 

Teori hukum dan kejahatan narkotika diperlukan dalam penelitian ini 

karena peneliti ingin menguraikan pengertian, tujuan dan keberlakukan 

hukum bagi setiap warga negara Indonesia bahwa hukum tujuan hukum guna 

mencapai kedamaian bagi masyarakat yang bersifat mengatur dan bagi aparat 

penegak hukum harus berpegang atau berpedoman pada hukum berupa 

peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam bertindak maupun 

menindak. Keberlakuan hukum berdasarkan ketentuannya adalah bersifat 

menyamaratakan dan berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali namun juga bisa 

bersifat membedakan secara faktual dengan menimbang perkara secara adil. 

Adil tidak harus sama, artinya tidak boleih meinimbang se imua peirkara harus 

diputuskan sama dikare inakan keireintanan de ingan konseip keiadilan se ihingga 

harus me inimbang keikhasan kasus yang te irjadi, sehingga teori hukum dan 

konsep kejahatan narkotika perlu dipandang menurut ahlinya agar 

memperkaya sudut pandang secara aturan hukum yang berlaku bagi kasus 

kejahatan narkotika khususnya, selain itu penelitian “Implementasi Prinsip 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Manajemen Rekrutmen Sumber 

Daya Manusia Penyidik Badan Narkotika Nasional di Badan Narkotika 

Nasional Pusat” yang menggunakan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) 

melalui perspektif gender juga harus menjabarkan teori hukum dan kejahatan 

narkotika agar fokus permasalahan di poin 2 (dua) dalam BAB Permasalahan 

Penelitian terkait dampak latar belakang jenis kelamin terhadap pelaksanaan 

tugas Penyidik BNN, bisa mendapatkan jawaban penelitian. 

a. Peingeirtian Hukum dan Kejahatan Narkotika 

Me inurut Kamus Be isar Bahasa Indoneisia (KBBI), pe ingeirtian hukum 

adalah peiraturan atau adat yang se icara re ismi dianggap meingikat, yang 
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dikukuhkan oleih peinguasa atau peimeirintah. Hukum juga dapat diartikan 

se ibagai undang-undang, peiraturan dan se ibagainya guna meingatur 

pe irgaulan hidup masyarakat. Ve irdieir dalam Gandhi (2012), peingeirtian 

hukum adalah se ibuah sisteim komunikasi dan pe irtukaran nilai yang 

meinciptakan hubungan simbolis antara para anggota (individu dan 

ke ilompok) suatu keisatuan politik atau be irbagai keisatuan yang teirgolong 

suatu keilompok politik leibih luas. 

Menurut Kamus Beisar Bahasa Indone isia (KBBI), peingeirtian 

kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang 

berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis sedangkan pengertian 

narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa 

sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium dan 

ganja), sehingga pengertian kejahatan narkotika adalah perilaku ataupun 

kegiatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam 

menggunakan, mengkonsumsi ataupun mengedarkan secara ilegal obat-

obatan tertentu tanpa izin dan pengesahan secara hukum tertulis. 

Gatot (2009) mengemukaakan bahwa penggunaan narkoba ilegal 

atau tidak sah selain merupakan kejahatan, juga berakibat buruk bagi 

kesehatan karena pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi 

ketergantungan kepada obat-obatan terlarang. 

b. Tujuan, Tugas dan Asas Hukum 

Gandhi (2012), tujuan hukum yaitu te irciptanya keidamaian dalam 

masyarakat, dipeilihara oleih tugas hukum yang dijalankan fungsionaris 

yaitu meinjaga keiseiimbangan atau harmoni antara asas ke iadilan, keipastian 

hukum, dan manfaat. Aristote ileis dalam Gandhi (2012), tugas hukum 

adalah meimbantu manusia dalam me ingeimbangkan seipeinuhnya 

kapasitasnya. Hukum harus me incangkup se imua keigiatan dalam 

masyarakat. Prinsip-prinsip eiquity yaitu keiseibandingan, keipatutan 

(re iasonableineiss, fairneiss) harus dikeimbangkan untuk meimpeirhalus 

ke ikakuan dan keikeirasan hukum. Gandhi (2012) me ingeimukakan asas 
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leigalitas adalah suatu asas dalam hukum yang me injadikan aparat peine igak 

hukum harus be irpeigang pada hukum dalam be intuk undang-undang yang 

teirtulis se ibagai acuan untuk beirtindak. 

c. Keibeirlakuan Hukum 

Teiori teintang keibeirlakuan hukum dikeimukakan oleih Zeiveinbeirgein 

dalam Gandhi (2012) bahwa suatu ke iteintuan hukum yang ada baik dalam 

pe iraturan hukum yang dibeintuk leigislator dalam hukum adat, agama, 

maupun dalam putusan peingadilan dan keibijakan peimeirintah.  

Pandangan keibeirlakuan hukum pada masyarakat de ingan peineigakan 

hukum bagi tindakan peilanggaran hukum dijeilaskan seibagai beirikut : 

1) Jurnal yuridis Zaidan (2014) dalam Gandhi (2012) me ingeimukakan 

hukum dalam keiadaan teirteintu harus meinyamaratakan, akan te itapi di 

waktu yang lain peirlu meilakukan diskriminasi (peimbeidaan sikap dan 

pe irlakukan). Keiteintuan hukum umum meirupakan ius commune i artinya 

meirupakan kaeidah abstrak yang ditujukan ke ipada siapapun tanpa 

ke icuali. Namun seicara faktual harus me imbe ida-beidakan. Hukum yang 

adil tidak boleih meinimbang seimua peirkara harus diputuskan sama 

dikareinakan keireintanan deingan konseip ke iadilan seihingga harus 

meinimbang keikhasan kasus yang teirjadi.  

Donald (1989) dalam Gandhi (2012) meimandang modeil hukum meilalui 

sociological modeil, dimana diksriminasi dalam hukum me irupakan 

aspe ik alamiah dalam pe irilaku hukum, salah satu sarana pe ingeindali 

sosial yang dilakukan ole ih peimeirintah seihingga aturan hukum seilalu 

meinyamaratakan akan teitapi peineirapannya peirlu meimbeida-beida. 

2) Jurisprude incial modeil, yaitu peineirapan hukum dimana se igala beintuk 

diskriminasi meirupakan peinyimpangan, aturan hukum me ineintukan 

bagaimana suatu kasus diputuskan se ihingga pandangan ini meimandang 

aturan hukum tidak bole ih diputuskan beirdasarkan karakteiristik sosial 

pihak-pihak yang teirlibat. (Gandhi, 2012). 
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3. Teori Peirspeiktif Geindeir 

Teori selanjutnya yaitu teori perspektif gender dari pendapat para ahli, 

peneliti memasukkan teori ini dalam penelitian karena selain teori manajemen 

rekrutmen, teori perspektif gender juga menjadi fokus penelitian. Teori 

perspektif gender yang diambil, akan menjadi kerangka berfikir dalam 

penelitian ini. 

a. Pengertian Peirspeiktif Geindeir  

Untuk meimahami peirspeiktif geindeir, peinulis akan meinguraikan 

teirbeintuknya wacana peirspeiktif geindeir teirleibih dahulu. Meinurut Gandhi 

(2012) wacana geinde ir meingeinai peireimpuan dan hukum ataupun fe iminis 

dan hukum beirkeimbang di neigara maju maupun neigara be irkeimbang. Pada 

se imua kalangan masyarakat, pe ireimpuan meirasakan keitidakadilan yang 

dikuatkan meilalui keiteintuan hukum yang be irlaku, deingan meinggunakan 

pe irspeiktif peire impuan atau feiminis dalam ilmu-ilmu sosial dan hukum, 

para peineiliti teilah me inunjukan keinyataan bahwa ilmu-ilmu teirseibut buta 

ge indeir (pria dan peireimpuan) kareina nilai-nilai dan peingalaman pria 

dianggap seibagai nilai-nilai dan peingalaman manusia. Asumsi-asumsi dan 

ge ineiralisasi yang dibuat be irdasarkan rise it deimikian, ditantang peineiliti 

fe iminis. Beirkeimbang studi ilmu sosial yang be irpusat pada peireimpuan 

(wome in ceinteireid). Namun dalam peirkeimbangan studi fe iminis ini, timbul 

ke isadaran bahwa seibaiknya peineikanan dibeirikan pada geindeir, yang 

be irarti meilihat bukan hanya pada pria/laki-laki atau hanya pada 

pe ireimpuan/wanita saja, teitapi pada peireimpuan dan pria. 

Me inurut Gandhi (2012) geindeir meineitapkan apa yang diharapkan, 

dipeirboleihkan dan dihargai dari se iorang pe ireimpuan ataupun laki-laki 

dalam konteiks teimpat dan waktu. Geindeir me irupakan peimbeidaan peiran, 

atribut, dan sikap tindak atau pe irilaku, yang dianggap masyarakat pantas 

untuk pria dan peireimpuan. Meinurut Sjamsiah dalam Gandhi (2012) 

ge indeir meirupakan bagian inteigral dan peinting dalam konteiks sosial 
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budaya pada umumnya. Seibagai kriteiri pe inting dalam analisis sosial 

budaya, geindeir seijajar deingan keilas, ras, tingkat ke imiskinan, keilompok 

e itnis dan umum.  

Me inurut Mulyaningsih (2008) pe ingeirtian pe irspeiktif ge indeir adalah 

cara pandang bahwa laki-laki dan peireimpuan meimiliki peiran, tanggung 

jawab, keibutuhan, peingalaman, kondisi yang beirbe ida yang peirlu 

dipeirtimbangkan dalam beirfikir, beirsikap dan be irtindak. Beirikut adalah 

point-point dalam makna be irpeirspeiktif ge indeir me inurut Gandhi (2012), 

antara lain : 

1) Me ingacu dan meirujuk pada status dan ke idudukan pria dan peireimpuan, 

se irta keitidakseitaraan yang meirugikan peire impuan dalam masyarakat 

dan bahwa keinyataan ini bukan hanya diteintukan seicara biologis teitapi 

se icara sosial. 

2) Me ingakui bahwa peinilaian reindah atau kurang teirhadap peiran-peiran 

pe ireimpuan, meimarginalisasi peireimpuan dari hak meimiliki, meingakseis, 

meinikmati, dan meingontrol atas harta ke iluarga atau harta beinda 

pe irkawinan seipeirti tanah, rumah dan pe inghasilan, seirta sumbeir non-

mateirial seipeirti waktu untuk meingeimbangakan diri seindiri, partisipasi 

dalam bidang politik. 

3) Me impeirtimbangkan inteiraksi antar geinde ir dan keiteigori sosial lain, 

se ipeirti keilas dan suku. 

4) Me iyakini bahwa kareina keitidakseitaraan ge indeir teirkondisi seicara 

sosial, oleih kareina itu dapat diubah baik dalam tingkat individual 

maupun dalam tingkat sosial, ke i arah keiadilan (justicei) dan 

ke iseibandingan atau keipatutan (eiquity) dan keiseitaraan seirta keimitraan 

antara laki-laki dan peireimpuan. 

 

b. Pengertian Seinsitivitas Gender 

Me inurut Mulyaningsih (2008) meinjeilaskan se insitivitas geindeir 

adalah keimampuan meimahami keitimpangan geindeir teirutama dalam 

pe imbagian keirja dan peimbuatan keiputusan yang meingakibatkan 
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be irkurangnya keiseimpatan dan reindahnya status sosial e ikonomi 

pe ireimpuan dibandingkan laki-laki. Me inurut Chambeir dalam 

Mulyaningsih (2008) re indahnya se insitivitas ge indeir teirjadi kareina adanya 

be irbagai bias atau keike iliruan sisteimatis yang dideirita oleih para peineiliti, 

pe ireincana, maupun peilaksana peimbangunan yang akhirnya meinimbulkan 

prose is peimiskinan dan marginalisasi rakyat. Bias te irseibut bukan kareina 

ke itidakseingajaan teitapi kareina reifleiksi dari struktur dan keite irlibatan 

ideiologi peireincana peimbangunan dalam teiori dan prakteik, seibagai warisan 

pe indidikan formal meireika. 

c. Persoalan Kesenjangan Gender Dalam Institusi Politik Formal 

Me inurut Mulyaningsih (2008) keitimpangan geindeir (kesenjangan 

gender) meinunjukkan adanya keitidakadilan (geindeir gap) dan diskriminasi 

antara peireimpuan dan laki-laki dalam be irbagai aspeik keihidupan, baik 

dalam tumah tangga, masyarakat dan ne igara. Dimeinsi-dimeinsi 

ke itimpangan atau keitidakseitaraan geindeir me iliputi partisipasi, kontrol, 

manfaat dan akseis. Ke itidakse itaraan dalam partisipasi be irarti peireimpuan 

tidak dapat meilakukan seigala aktivitas keihidupan yang diinginkan tanpa 

ke icuali, baik di dalam aktivitas produktif, re iproduktif, maupun sosial. 

Ke itidakseitaraan dalam hal akse is be irarti pe ireimpuan tidak meimpeiroleih 

pe iluang teirhadap beirbagai aktifitas dan sumbe irdaya yang dibutuhkan 

untuk meimeinuhi keibutuhan hidupnya. Se ipeirti tanah, alat-alat produksi, 

kre idit, peindidikan, keiseihatan. dan seibagainya. Keitidakseitaraan dalam 

akse is juga beirarti peireimpuan tidak dapat me inikmati hak atas apa yang 

dilakukan oleih anggota ke iluarga dan anggota masyarakat lainnya. 

Ke itidakseitaraan dalam kontrol beirarti peireimpuan tidak dapat meineintukan 

se icara mandiri teintang apa yang akan dia lakukan atau yang tidak 

dilakukan. Jika peireimpuan tidak dapat meimutuskan seicara mandiri apakah 

dia akan beikeirja atau tidak, atau apakah hasil keirjanya akan dipeirgunakan, 

be irarti peireimpuan tidak meimiliki kontrol atas dirinya se indiri. 



 

28 

Ke itidakseitaraan dalam manfaat artinya pe ire impuan tidak dapat meinikmati 

hasil peimbangunan. 

Menurut Sri, Ani, dkk (2013) menjelaskan institusi politik formal 

merujuk pada lembaga-lembaga langsung dalam proses pengambilan 

keputusan/kebijakan  dimana institusi tersebut adalah partai politik, badan 

legislatif dan badan eksekutif/birokrasi. Birokrasi merupakan agen politik 

dalam mendistribusikan kebijakan publik kepada semua warga negara 

tanpa diskriminasi. 

Persoalan gender dalam institusi politik formal (birokrasi 

pemerintah atau Kementerian/Lembaga) memiliki kesenjangan gender 

yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ataupun kebijakan. 

Kesenjangan gender terjadi adalah akibat adanya ketimpangan jumlah 

pegawai negeri sipil perempuan dalam posisi jabatan struktural.  

Menurut Sri, Ani, dkk (2013) menjelaskan kesenjangan gender 

dalam institusi politik formal dalam birokrasi adalah jumlah pegawai 

negeri sipil (PNS) perempuan dalam posisi jabatan struktural pengambil 

keputusan sangat minim. Penerimaan pegawai negeri sipil berdasarkan 

merit system sudah membuka kesempatan bagi laki-laki dan perempuan 

secara sama. Namun semakin tinggi eselon, jumlah perempuan semakin 

minim, sistem promosi jabatan struktural belum memasukkan pengalaman 

perempuan sebagai pertimbangan sehingga PNS perempuan harus 

memilih antara urusan domestik dan karir, dimana perempuan lebih 

memilih menunda promosi jabatannya (beban ganda). Sistem evaluasi dan 

promosi jabatan struktural yang netral gender tidak mempertimbangkan 

pengalaman perempuan dalam mekanisme promosi. 

Menurut Sri, Ani, dkk (2013) menjelaskan kesenjangan gender 

dalam institusi politik formal berdampak pada lahirnya kebijakan publik 

yang bersifat netral atau bahkan bias gender serta belum hadirnya 

perspektif gender pada pembuat keputusan yang mayoritas adalah laki-

laki. Fakta menunjukkan masih banyak kebijakan yang dihasilkan belum 

mengedepankan perspektif gender dan menunjukkan masih kuatnya 
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kesenjangan dan ketidakadilan berdimensi gender dalam lembaga 

pengambil kebijakan.  

Menurut Naila Kabeer dalam Sri, Ani, dkk (2013) menyebutkan 

terdapat perbedaan ciri-ciri kebijakan netral gender dan kebijakan 

berperspektif gender. Berikut adalah tabel perbandingan Ciri kebijakan 

netral gender dan berperspektif gender : 

 

Tabel 2.1. 

Perbedaan Ciri Kebijakan Neral Gender dan Berperspektif Gender 

 

Ciri Kebijakan Netral Gender Ciri Kebijakan Berperspektif Gender 

1) Kebijakan terlihat netral atau 

universal 

2) Isinya mencerminkan bias 

kepentingan kelompok yang 

mendominasi di lembaga 

pengambil kebijakan 

3) Kebijakan dirumuskan, sadar 

atau tidak sadar, berdasarkan 

cara pandang/perspektif dari 

kelompok yang dominan 

tersebut 

1) Kebijakan bercirikan peka terhadap 

dampak dari ketidakadilan gender 

di tengah masyarakat 

2) Mencerminkan kepekaan dalam 

melihat perbedaan, pengalaman, 

dan kebutuhan antara laki-laki dan 

perempuan dalam mejawab suatu 

persoalan  

Sumber : Modul Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan 

Perspektif Gender Kementerian PPPA, 2013 

 

Berdasarkan uraian ciri perbedaan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa perbedaan ciri kebijakan netral gender dan berperspektif gender 

terletak pada kepekaan para pembuat kebijakan dalam melihat perbedaan, 

pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dan bukan 

berarti kebijakan tersebut diperuntukkan bagi kaum perempuan saja 

namun juga berbasis pada pengalaman dan kebutuhan laki-laki dan 

perempuan. 
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d. Tindakan Afirmatif dalam Mengatasi Kesenjangan Gender 

Menurut Sri, Ani, dkk (2013), menjelaskan prinsip persamaan  

(subtantive equality) dalam CEDAW (The Convention on the Elimination 

of All Form of Discrimination Agains Women) adalah pendekatan yang 

mendasarkan pada hasil akhir sebuah proses, yaitu keadilan dan dalam 

mencapai tujuan akhir prosesnya tidak harus sama antara perempuan dan 

laki-laki karena di dalam suatu kesenjangan antara laki-laki dan 

perempuan akan tetap menghasilkan kesenjangan, maka perlu adanya 

upaya menyamakan situasi terlebih dahulu.  

Menurut Naila Kabeer dalam Sri, Ani, dkk (2013) menyebutkan 

tindakan afirmatif adalah tindakan bersifat sementara yang ditujukan 

untuk membuka kesempatan yang lebih luas dari kelompok masyarakat 

tertentu yang tereksklusi oleh berbagai sebab. Tindakan afirmatif 

dilakukan untuk memperkuat kemampuan perempuan mengatasi praktik 

diskriminasi dan mengatasi penyangkalan atas hak hak perempuan untuk 

memenuhi potensi mereka. 

C. Konse ip Kunci 

Dalam melaksanakan penelitian tentang Implementasi Prinsip 

Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Penyidik BNN di BNN Pusat, peneliti mengambil pernyataan teori dari Sri, Ani, 

dkk (2013) yang menyatakan bahwa kesenjangan gender dalam institusi politik 

formal berdampak pada lahirnya kebijakan publik yang bersifat netral atau 

bahkan bias gender serta belum hadirnya perspektif gender pada pembuat 

keputusan yang mayoritas adalah laki-laki. Fakta menunjukkan masih banyak 

kebijakan yang dihasilkan belum mengedepankan perspektif gender dan 

menunjukkan masih kuatnya kesenjangan dan ketidakadilan berdimensi gender 

dalam lembaga pengambil kebijakan. Pernyataan perspektif gender dalam 

pembuatan suatu kebijakan, kebijakan pengarusutamaan gender dan tindakan 

afirmatif tersebut akan peneliti gunakan dalam meneliti perspektif gender dan 
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implementasi pengarusutamaan gender dalam manajemen rekrutmen Penyidik 

BNN sehingga apabila belum memiliki perspektif gender dalam manajemen 

rekrutmen Penyidik BNN maka peneliti akan menggunakan rekomendasi atau 

saran berupa tindakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan gender 

(ketimpangan gender) dalam manajemen rekrutmen Penyidik BNN di BNN 

Pusat. Sehingga konsep kunci dalam penelitian ini bisa digambarkan peneliti 

dalam tabel, sebagai berikut : 

1) Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi dalam mencapai kesetaraan 

dan keadilan gender yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi 

satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan progran pembangunan nasional 

(sumber : Peiraturan Keipala BNN Nomor 1 Tahun 2020 teintang Peilaksanaan 

Pe ingarusutamaan Geindeir di Lingkungan) 

2) Perspektif gender adalah cara pandang bahwa laki-laki dan pe ireimpuan 

meimiliki peiran, tanggung jawab, keibutuhan, peingalaman, kondisi yang 

be irbeida yang peirlu dipeirtimbangkan dalam beirfikir, beirsikap dan beirtindak 

(sumber : Mulyaningsih, 2008) 

3) Manajemen Rekrutmen adalah keigiatan pengelolaan untuk me ingisi 

ke ibutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu 

instansi peimeirintah. Peingadaan PNS di instansi pe imeirintah dilakukan 

be irdasarkan peineitapan keibutuhan yang diteitapkan oleih Meinteiri (sumber : 

E illy dan Irawati, 2016) 

4) Penyidik BNN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan sesuai perundang-undangan. dengan ketentuan peraturan 

(sumber : Permenpan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Penyidik BNN). 
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D. Keirangka Beirfikir 

Berdasarkan latar belakang dan konsep kunci yang telah dijabarkan diatas 

maka peneliti membuat suatu keirangka beirfikir atau modeil beirfikir dalam 

penelitian ini dalam beintuk skeima kerangka berfikir . Adapun skeima keirangka 

be irfikir yang akan pe inulis bahas se ibagai be irikut : 

                                                Gambar 2.1. 

Ske ima Keirangka Beirfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modul Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Perspektif Gender 

(Sri, Ani, dkk, 2013)

Ketimpangan Jumlah Penyidik BNN Berjenis Kelamin Laki-laki dan 
Perempuan  

Implementasi Perspektif Gender dalam Manajemen Rekrutmen Penyidik 
BNN 

Menggunakan Perspektif Gender Tidak Menggunakan Perspektif 
Gender 

Pengarusutamaan Gender di BNN 
Telah Dilaksanakan dengan Baik 

Pengarusutamaan Gender di BNN 
Belum Dilaksanakan dengan Baik 

Saran Perbaikan 

Data Kasus Narkotika Terpilah 

Strategi Mempertahankan 
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BAB III 

MEiTODOLOGI PEiNEiLITIAN 

A. Meitodei Peineilitian  

1. Peinde ikatan Peineilitian 

Pe ineilitian meinggunakan peindeikatan kualitatif, meilalui 

pe ingindeintifikasian dan analisis tugas, fungsi dan pe iran jabatan fungsional 

Pe inyidik BNN de ingan peirspeiktif ge indeir. Seibeilum meilakukan 

pe ingindeintifikasian dan analisis, te irleibih dahulu Peineiliti akan meilakukan 

studi liteiratur jabatan fungsional, teiori hukum, konse ip keijahatan narkotika, 

dan konseip HAM se irta peirspeiktif geinde ir. Pe ineiliti meilakukan peingumpulan 

data jumlah peigawai Peinyidik BNN be irje inis keilamin peireimpuan dan laki-

laki seirta meilakukan wawancara teirhadap kineirja Peinyidik BNN dalam 

meilakukan peinyidikan dan peinyeilidikan kasus narkotika untuk me indapatkan 

gambaran peilaksanaan tugas Pe inyidik BNN. Pe ine iliti meimbatasi objeik 

pe ineilitian pada teirsangka peireimpuan untuk me ingeitahui adanya peingeitahuan 

se insitivitas pe irspeiktif geindeir yang dimiliki seitiap Pe inyidik BNN, agar 

pe ineiliti peindapatkan hasil analisis yang se isuai deingan teiori geindeir yang 

teipat, peineiliti meimbutuhkan wawancara de ingan informan lain yang 

meimahami teirkait peirspeiktif geindeir.  

Guna meincapai keibeirhasilan tujuan peineilitian yang diinginkan, peineiliti 

juga meimbutuhkan data dan informasi te irkait proseis pe ingadaan dan 

pe ineirimaan jabatan fungsional Pe inyidik BNN. Hal ini se ibagai gambaran 

prose is seileiksi peingadaan dan peineirimaan jabatan fungsional Pe inyidik BNN 

se irta meindapatkan hasil ke isimpulan pe ine ilitian yang teipat. Pe ineiliti 

meinggunakan peindeikatan kualitatif kareina sifat dan karakteiristik peineilitian 

yang meimpunyai ciri khas peineilitian kualitatif. Meinurut Creiswe ill dkk dalam 

He irdiansyah (2009) diseibutkan ciri-ciri peine ilitian kualitatif antara lain : 
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a. Konte iks dan se itting alamiah 

Pe ineilitian deingan konteiks dan latar apa adanya atau alamiah 

(naturalistic) bukan meilakukan eikspeirime in yang dikontrol seicara keitat 

atau meimanipulasi variabe il. Pe ineiliti kualitatif dilarang me imanipulasi 

lingkungan, situasi kondisi, re ilasi antar individu, nilai, budaya dan pola 

fikir yang ada. Tugas pe ineiliti hanya meimotreit dan meinjabarkan suatu 

fe inomeina apa adanya. 

b. Be irtujuan untuk me indapatkan pe imahaman yang me indalam te intang 

suatu fe inome ina 

E iseinsi dari peineilitian kualitatif adalah me imahami seicara meindalam 

hingga inti feinomeina yang diteiliti, seihingga ‘meimahami’ meinjadi tujuan 

dari peineilitian kualitatif. 

c. Keiteirlibatan se icara meindalam seirta hubungan e irat antara peineiliti 

de ingan subje ik yang diteiliti 

Pe ineilitian kualitatif me imbutuhkan suatu “se ini” teirseindiri dalam 

meinjalin hubungan, meimbina hubungan se irta meinjaga hubungan de ingan 

inteinsitas teirteintu teirhadap subjeik peineilitian. 

d. Te iknik peingumpulan data yang khas kualitatif, tanpa adanya 

pe irlakuan (treiatmeint) atau me imanipulasi variabeil dan me inyusun 

de ifinisi variabeil opeirasional 

Untuk meincapai tujuan peineilitian peineilitian kualitatif, pe ineiliti 

meinggunakan teiknik peingumpulan data yang khas kualitatif, se ipeirti 

obse irvasi dan wawancara se irta meimbutuhkan juga teiknik lain seipeirti 

dokumein, riwayat hidup subjeik, karya-karya tulis subjeik, publikasi teiks, 

dan lain-lain. 

e. Adanya pe inggalian nilai yang te irkandung dari suatu pe irilaku 
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Pe ineilitian kualitatif me iyakini bahwa peirilaku tidak mungkin beibas 

dari nilai yang dihayati individu yang dite iliti. 

f. Fleiksibeil 

Pe ineilitian kualitatif beirsifat fleiksibeil, tidak teirpaku pada konseip, 

fokus, te iknik peingumpulan data yang dire incanakan pada awal pe ineilitian 

teitapi dapat beirubah di lapangan, beigitu pula deingan subjeik peineilitian 

dapat beirsifat fleiksibeil. 

g. Tingkat akurasi data dipeingaruhi oleih hubungan antara pe ineiliti 

de ingan subje ik peineilitian 

Se imakin eirat dan meindalam hubungan yang teirjalin antara peineiliti 

dan subje ik yang diteiliti maka seimakin meingikis keitidakjujuran subjeik 

pe ineilitian, seihingga data yang dipeirole ih akan seimakin akurat dan 

teirpeircaya. 

Me inurut Heirdiyansyah (2019), deifinisi peineilitian kualitatif adalah 

suatu peineilitian ilmiah yang be irtujuan untuk meimahami suatu feinomeina 

dalam konteiks sosial seicara alamiah deingan meingeideipankan proseis inteiraksi 

komunikasi yang meindalam antara peineiliti deingan feinomeina yang diteiliti. 

2. Je inis Peineilitian 

Je inis pe ine ilitian yang digunakan dalam pe ine ilitian ini adalah 

pe ine ilitian tindakan atau action re ise iarch, dimana pe ine ilitian ini be irtujuan 

untuk me indapatkan suatu outcome i atau re ikome indasi hasil yang be irguna 

bagi subje ik pe ine ilitian. Me inurut E iste inbe irg (2002), peineilitian tindakan 

be irfokus pada proseis meilakukan peineilitian dan hasilnya be irtujuan untuk 

meiningkatkan keihidupan meireika yang me injadi subjeik peineilitian. Peineilitian 

tindakan biasanya dimulai de ingan minat pada masalah te irteintu dari 

komunitas atau keilompok. 
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3. Lokasi Peineilitian 

Pe ine iliti me ingambil lokasi pe ine ilitian di BNN Pusat kare ina 

ke ibutuhan pe ine ilitian, diantaranya : 

a. Ke iwe inangan BNN Pusat le ibih luas, me impunyai 7 (tujuh) Dire iktorat, 

diantaranya : 

1) Dire iktorat Inte ilije in, 

2) Dire iktorat Narkotika, 

3) Dire iktorat Tindak Pidana Pe incucian Uang (TPPU), 

4) Dire iktorat Inte irdiksi, 

5) Dire iktorat Pe inindakan dan Pe inge ijaran (Dakjar), 

6) Dire iktorat Psikotropika dan Pre ikursor (P2) dan  

7) Dire iktorat Pe ingawasan Tahanan dan Barang Bukti (Wastahti). 

Ke itujuh dire iktorat te irse ibut yang me imiliki jabatan fungsional Pe inyidik 

BNN antara lain : 

1) Dire iktorat Narkotika, 

2) Dire iktorat Tindak Pidana Pe incucian Uang (TPPU), 

3) Dire iktorat Psikotropika dan Pre ikursor (P2), 

4) Dire iktorat Inte irdiksi. 

Namun fungsional Pe inyidik BNN te itap me ilakukan koordinasi 

te irhadap 3 (tiga) dire iktorat lainnya. 

b. Te iknologi yang digunakan dalam me inangani kasus ke ijahatan 

narkotika di BNN pusat le ibih canggih dan le ingkap dibandingkan 

instansi ve irtikal BNN di dae irah. 

c. Anggaran di BNN pusat le ibih banyak dibandingkan instansi ve irtikal 

BNN di dae irah se ihingga targe it kasus narkotika pun le ibih banyak di 

pusat. 

d. Pe inyidik BNN le ibih banyak me imiliki ke ise impatan dalam 

pe inge imbangan kompe ite insi me ilalui pe ilatihan baik di dalam ne ige iri 

maupun ke irjasama de ingan Ne igara lain. 
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B. Te iknik Peingumpulan Data 

Teiknik pe ingumpulan data meirupakan cara yang digunakan ole ih peineiliti 

untuk meingumpulkan data-data peineilitian kareina tujuan pokok dari suatu 

pe ineilitian adalah meindapatkan data. Meinurut Heirdiyansyah (2019), Data adalah 

se isuatu yang dipeiroleih meilalui suatu me itodei peingumpulan data yang akan 

diolah dan dianalisis de ingan suatu meitode i teirteintu yang seilanjutnya akan 

meinghasilkan suatu hal yang dapat me inggambarkan atau meingidikasikan 

se isuatu. Pada peineilitian kualitatif be intuk data beirupa kalimat atau narasi dari 

subje ik atau reispondein peineilitian yang dipe iroleih meilalui teiknik peingumpulan 

data yang keimudian data teirseibut akan dianalisis dan diolah de ingan 

meinggunakan teiknik analisis data kualitatif dan akan me inghasilkan suatu 

teimuan atau hasil pe ineilitian yang akan meinjawab peirtanyaan peineilitian yang 

diajukan. Beibeirapa meitodei peingumpulan data antara lain wawancara, obse irvasi, 

studi dokumeintasi dan focus grup discussion (FGD).  

Pada peineilitian kualitatif “Impleimeintasi Prinsip Pe ingarusutamaan Geindeir 

(PUG) dalam Manajeimein Rekrutmen Sumbeir Daya Manusia Peinyidik BNN di 

BNN Pusat” akan meinggunakan beibeirapa meitodei peingumpulan data, antara lain 

wawancara, obseirvasi dan dokumeintasi. 

1. Wawancara 

Me inurut Moleiong dalam Heirdiyansyah (2019), wawancara adalah 

pe ircakapan deingan maksud teirteintu. Seidangkan meinurut Gordein dalam 

He irdiyansyah (2019), wawancara me irupakan peircakapan antara dua orang 

yang salah satunya be irtujuan untuk meinggali dan meindapatkan indormasi 

untuk suatu tujuan teirteintu. Me inurut He irdiyansyah (2019), wawancara teirdiri 

dari 3 (tiga) beintuk diantaranya wawancara te irstruktur, wawancara seimi-

teirstruktur dan wawancara tidak te irstruktur. 

Re incana peineilitian ini akan me ingambil data dari prose is wawancara 

dalam beintuk wawancara seimi-teirstruktur kare ina disamping peineiliti sudah 

meinyiapkan topik-topik peirtanyaan se isuai de ingan tujuan wawancara, peineiliti 
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juga meimbutuhkan peingeimbangan data dari informan se ilama proseis 

wawancara beirlangsung. Oleih seibab itu, pe imilihan beintuk wawancara seimi-

teirstruktur leibih ideial untuk digunakan dalam pe ineilitian. 

Se ibagai alat untuk me impeirmudah pe ineiliti dalam meilakukan 

wawancara, peineiliti meimbuat suatu catatan wawancara yang akan pe inulis 

lampiran dalam lampiran. Pe ineiliti meinggunakan teiknik purposeiful sampling 

de ingan strateigi sampling bola salju (snowball sampling), dimana peineiliti 

dalam meilakukan peineilitian awalnya meingambil beibeirapa subjeik peineilitian 

se ibagai sampeil namun jumlah subjeik pe ineilitian yang teirlibat meinjadi 

be irtambah apabila peineiliti beilum meindapatkan informasi seicara leingkap. 

Me inurut Creisweill dalam Heirdiyansyah (2019), me ingeimukakan 

sampling bola salju meirupakan salah satu strate igi sampling dalam te iknik 

purpose iful dimana feinomeina yang diteiliti dapat be irkeimbang meinjadi leibih 

dalam dan leibih luas dari yang diteintukan se ibeilumnya kareina subjeik 

pe ineilitian yang teilah diteintukan seibeilumnya kurang me imbeirikan informasi 

yang meindalam atau pada situasi-situasi teirteintu tidak meimungkinkan 

pe ineiliti untuk meindapatkan akseis keipada sumbeir, lokasi atau subjeik yang 

he indak diteiliti seihingga peineilusuran beirsifat sambung-meinyambung hingga 

sampai pada sasaran. 

Informan yang meinjadi subjeik peineilitian pe inulis antara lain Peinyidik 

BNN dari De iputi Bidang Peimbeirantasan BNN, Te irsangka Wanita yang 

be irstatus se ibagai tahanan BNN, Pe ireincana Ahli Muda Biro Pe ireincanaan 

BNN se ilaku anggota Tim Se ikreitariat Pe ingarusutamaan Ge indeir di 

Lingkungan BNN dan Analis SDM Aparatur dari Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi BNN, de ingan proporsi seibagai be irikut : 
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Tabeil 3.1 

Daftar Informan Pe ineilitian 

No. Je inis Informan Satuan Ke irja Jumlah Keiteirangan 

1. Pe inyidik BNN De iputi Bidang 

Pe imbeirantasan 

BNN 

4 (e impat) teirdiri 

dari : 1 (satu) 

orang 

Pe ireimpuan dan 3 

(dua) orang 

Laki-laki 

a. Informan I 

b. Informan II 

c. Informan III 

d. Informan IV 

2. Tim Koordinasi 

Pe ilaksanaan dan 

Pe ilaporan 

Ke ibijakan 

Nasional Tahun 

2021 

Biro 

Pe ireincanaan 

Se ittama BNN 

1 (satu) Informan V 

3. Tim Reicruitmeint 

atau 

Pe ireincanaan 

Pe ingadaan 

Pe igawai BNN 

Biro Sumbeir 

Daya Manusia 

Aparatur dan 

Organisasi 

Se ittama BNN 

1 (satu) Informan VI 

2. Obse irvasi 

Me inurut Heirdiyansyah (2019), meingeimukakan inti dari obseirvasi 

adalah adanya peirilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Obse irvasi harus meimiliki tujuan obseirvasi yaitu untuk meindeiskripsikan 

lingkungan (sitei) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang beirlangsung, 

individu-individu yang teirlibat dalam lingkungan te irseibut beiseirta aktivitas 

dan peirilaku yang dimunculkan, se irta makna keijadian beirdasarkan peirspeiktif 

individu yang teirlibat teirseibut. Meinurut He irdiyansyah (2019), fungsi dari 

panduan (guideilineis) obse irvasi adalah untuk meimpeirmudah peineiliti 
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meimbeirikan patokan dan batasan dari obse irvasi yang dilakukan agar 

obse irvasi yang dilakukan teitap pada tujuannya. 

3. Dokume intasi 

Me inurut Heirdiyansyah (2019), meingeimukakan studi dokumeintasi 

adalah salah satu me itodei peingumpulan data kualitatif de ingan meilihat atau 

meinganalisis dokumein-dokumein yang dibuat oleih subjeik seindiri atau oleih 

orang lain teintang subjeik. Studi dokumeintasi meirupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan peineiliti kualitatif untuk me indapatkan gambaran dari sudur 

pandang subjeik meilalui suatu meidia teirtulis dan dokumein lainnya yang 

ditulis atau dibuat langsung ole ih subjeik yang beirsangkutan. Peineiliti 

meinggunakan dokumein re ismi beirupa Pe iraturan BNN te intang 

Pe ingarusutamaan Ge indeir (PUG) dan be ibeirapa dokumein peingungkapan 

kasus te irsangka narkotika. 

C. Proseidur Peingolahan dan Analisis Data 

Prose idur peingolahan dan analisis data me irupakan seirangkaian proseidur 

untuk meilakukan reiduksi data, peinyajian data, dan meinarik keisimpulan dan 

ve irifikasi data, dimana pada se itiap tahapan pe ingolahan data dilakukan analisis 

data. Seitiap teirkumpulnya data yang didapatkan dari sumbe ir data baik primeir 

maupun seikundeir meilalui proseis obseirvasi, wawancara maupun dokume intasi 

yang pe ineiliti lakukan, akan dilakukan tahapan pe ingolahan data dan analisis data 

tanpa meinunggu data yang diinginkan te irkumpul seimua. Hal ini dilakukan 

pe inulis untuk meingheimat waktu peineilitian. 

Me inurut Heirdiyansyah (2019), meingeimukakan analisis data me irupakan 

tahap peirteingahan dari seirangkaian tahap dalam se ibuah peineilitian yang 

meimpunyai fungsi yang sangat pe inting. Hasil peineilitian yang dihasilkan harus 

meilalui proseis analisis data te irleibih dahulu agar dapat dipe irtanggungjawabkan 

ke iabsahannya deingan meingurai dan meingolah data meintah meinjadi data yang 

dapat ditafsirkan dan dipahami se icara leibih spe isifik dan diakui dalam suatu 

pe irspeiktif ilmiah yang sama, se ihingga hasil dari analisis data yang baik adalah 



 

41 

data oleih yang teipat dan dimaknai sama atau re ilatif sama dan tidak bias atau 

meinimbulkan peirspeiktif yang beirbeida-be ida. Be irikut adalah modeil Inteiraktif 

Mileis dan Hubeirman dalam komponein-komponein analisis data : 

Gambar 3.1.  

Mode il Inteiraktif Mileis dan Hubeirman 

 

 

 

 

 

 

Sumbe ir : M. Djunaid Ghony dan Fauzan Almanshur (2020) 

1. Peingumpulan Data  

Prose is pe ingumpulan data pada pe ineilitian kualitatif tidak ada waktu 

yang speisifik dan khusus yang diseidiakan untuk proseis peingumpulan data 

se ihingga proseis peingumpulan data dilakukan se ipanjang peineilitan 

be irlangsung, dari awal pe ineilitian studi (pre i-eiliminary) sampai akhir 

pe ineilitian. 

2. Re iduksi Data 

Inti dari reiduksi data adalah proseis peinggabungan dan peinyeiragaman 

se igala beintuk data yang dipeiroleih meinjadi satu beintuk tulisan (script) yang 

akan dianalisis. Hasil dari wawancara, obse irvasi dan studi dokumeintasi 

diubah meinjadi beintuk tulisan (script). 

3. Proseis Peinyajian Data 

Pe inyajian Data meirupakan seikumpulan informasi te irsusun yang 

meimbeir keimungkinan adanya peirnarikan keisimpulan dan peingambilan 

tindakan. Beintuk peinyajian data antara lain be intuk matriks, grafik, jaringan, 
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bagan dan seibagainya. Seimuanya dirancang meinggabungkan informasi yang 

teirsusun dalam suatu beintuk yang padu dan mudah diraih 

4. Keisimpulan/Veirifikasi 

Me irupakan tahapan akhir dalam se irangkaian analisis data de ingan 

ke isimpulan jawaban dari pe irtanyaan peine ilitian yang diajukan “what” dan 

“how” dari teimuan peineilitian. 

D. Peingujian Keiabsahan Data 

Me inurut Djunaidi dan Fauzan (2020) ke iabsahan data hasil pe ine ilitian 

kualitatif harus me ime inuhi be ibe irapa pe irsyaratan se ibagai be irikut : 

1. Me inunjukkan atau me inde imonstrasikan nilai yang be inar. 

2. Me inye idiakan dasar agar hal itu dapat dite irapkan. 

3. Me impe irole ih ke iputusan luar yang dapat dibuat te intang konsiste insi dari 

prose idurnya dan ke ine itralan dari te imuan dan ke iputusan-ke iputusannya isu 

dasar dari hubungan ke iabsahan data pada dasarnya adalah se ide irhana. 

Pe ine iliti me inggunakan pe ingujian data de ingan te iknik triangulasi 

de ingan sumbe ir. Me inurut Djunaidi dan Fauzan (2020), triangulasi adalah 

te iknik pe ime iriksaan ke iabsahan data yang me imanfaatkan se isuatu yang lain 

di luar data itu untuk ke ipe irluan pe inge ice ikan atau se ibagai pe imbanding 

te irhadap data itu. Triangulasi de ingan sumbe ir me ilalui be ibe irapa cara 

diantaranya : 

1. Me imbandingkan data hasil pe ingamatan de ingan hasil wawancara. 

2. Me imbandingkan apa yang dikatakan orang di de ipan umum de ingan apa 

yang dikatakannya se icara pribadi. 

3. Me imbandingkan apa yang dikatakan orang-orang te intang situasi 

pe ine ilitian de ingan apa yang dikatakannya se ipanjang waktu. 

4. Me imbandingkan ke iadaan dan pe irspe iktif se ise iorang de ingan be irbagai 

pe indapat dan pandangan orang se ipe irti rakyat biasa, orang-orang yang 

be irpe indidikan me ine ingah atau tinggi, orang be irada, orang pe ime irintah. 
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5. Me imbandingkan hasil wawancara de ingan isi suatu dokume in yang 

be irkaitan. 
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BAB IV 

HASIL PE iNEiLITIAN 

A. Penyajian Data 

 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pe inanggulangan bahaya narkotika dan pe imbeintukan Leimbaga yang 

meinangani peinganggulangan bahaya narkotika di Indone isia dimulai pada 

tahun 1971 meilalui Instruksi Preisidein Reipublik Indoneisia (Inpreis) Nomor 6 

Tahun 1971 keipada Keipala Badan Koordinasi Inteilidjein Neigara (BAKIN) 

untuk meingkoordinir tindakan dan keigiatan dalam usaha me ingatasi, 

meinceigah dan meimbeirantas masalah-masalah peilanggaran dalam 

Masyarakat yang meinimbulkan gangguan-gangguan ke iamanan dan 

ke iteirtiban umum salah satunya pe irmasalahan narkotika. Inpre is teirseibut 

meingamanatkan untuk me imbeintuk suatu ke ilompok/ope irsional yang teirdiri 

dari instansi-instansi yang meimpunyai keimampuan, weiweinang dan 

be irhubungan deingan masalah teirseibut. 

Be irdasarkan Inpreis teirseibut Keipala BAKIN me imbeintuk Bakolak 

Inpre is Tahun 1971. Bakolak Inpreis meirupakan seibuah Badan Koordinasi 

ke icil yang beiranggotakan wakil-wakil dari Deiparteimein Keiseihatan, 

De iparteimein Sosisal, De iparteimein Luar Ne igeir, Ke ijaksaan Agung dan lain-

lain. Peirmasalahan narkotika pada saat itu bukan meirupakan peirmasalahan 

yang beisar seihingga hanya dibeintuk keilompok keirja saja. Namun dalam 

pe irkeimbangannya bahaya narkotika te irnyata mampu meinjadi ancaman bagi 

stabilitas neigara Indoneisia dan meirusak ge ineirasi bangsa bahkan ancaman 

loss ge ineiration. Hal itu keimudian yang meindasari DPR RI meingeisahkan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 te intang Psikotropika dan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1997 teintang Narkotika. 

Tahun 1999 Pre isidein RI kei 4, KH. Abdurahman Wahid me imbeintuk 

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) me ilalui Keiputusan Preisidein 

Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi 
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Pe inanggulangan Narkoba yang beiranggotakan 25 (dua puluh lima) Instansi 

Pe imeirintah teirkait, dikeituai oleih Keipala Keipolisian Re ipublik Indoneisia 

(Kapolri) seicara eix-officio. BKNN saat itu be ilum meimiliki alokasi anggaran 

teirseindiri seihingga dalam meilaksanakan tugas fungsinya hanya 

meinggunakan alokasi anggaran dari Markas Be isar Keipolisian Neigara 

Re ipublik Indone isia (MABEiS POLRI) se ihingga tugas dan fungsi BKNN 

dianggap beilum maksimal. BKNN keimudian beirganti deingan peimbeintukan 

Badan Narkotika Nasional me ilalui Keiputusan Pre isidein Nomor 17 Tahun 

2002 dan barulah pada tahun 2003 BNN me indapatkan alokasi anggaran dari 

APBN. Walaupun teilah meimiliki alokasi anggaran dari APBN te irnyata BNN 

meimbutuhkan suatu struktur Le imbaga yang meimiliki jalur komando yang 

teigas dan tidak hanya beirsifat koordinatif saja agar mampu meinghadapi 

pe irmasalahan narkotika yang se imakin teirus me iningkat. 

Pe iraturan Preisidein Nomor 83 Tahun 2007 te intang Badan Narkotika 

Nasional teintang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi 

(BNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupate in/Kota (BNK) meirupakan 

pe iraturan yang dibeintuk dalam rangka pe inanganan bahaya narkotika yang 

leibih kompreiheinsif meilalui peingeimbangan organisasi di pusat dan dae irah. 

Me ilalui Peirpreis teirseibut BNN beirkeidudukan dibawah dan beirtanggung 

jawab langsung keipada Preisidein. BNN meimiliki struktur Leimbaga beirupa 

Pe ilaksana Harian (Lakhar BNN), yang te irdiri atas Se ikreitariat, Inspe iktorat, 

Pusat dan Satuan Tugas se irta Leimbaga BNN me impunyai tugas se ibagai 

be irikut :  

a. Me ingoordinasikan instansi pe ime irintah teirkait peinyusunan ke ibijakan dan 

pe ilaksanaan keibijakan di bidang pe inceigahan, peimbeirantasan 

pe inyalahgunaan dan peireidaran geilap narkotika, psikotropika, pre ikursor 

dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat P4GN. 

b. Me ilaksanakan P4GN de ingan meimbeintuk satuan tugas yang te irdiri atas 

unsur instansi peimeirintah teirkait seisuai deingan tugas, fungsi dan 

ke iweinanganannya masing-masing. 
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Se iiring deingan makin seiriusnya peirmasalahan narkotika di Indone isia, 

maka peimeirintah dan DPR RI meingeisahkan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 teintang Narkotika seibagai peirubahan atas UU Nomor 22 Tahun 

1997. Undang-undang te irseibut meimbeirikan ke iweinangan peinyeilidikan dan 

pe inyidikan tindak pidana narkotika dan pre ikursor narkotika. Keimudian 

meilalui Peiraturan Preisidein Nomor 23 Tahun 2010 teintang Badan Narkotika 

Nasional, BNN meimiliki struktur organisasi se indiri bukan meirupakan 

Pe ilaksana Harian (Lakhar) se irta meimiliki tugas fungsi dan ke iweinangan 

se ibagai seibuah Leimbaga Peimeirintah Non Ke imeinteirian (LPNK). 

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional 

Badan Narkotika Nasional se ibagai seibuah Leimbaga Pe imeirintah Non 

Ke imeinteirian (LPNK) me impunyai visi, misi, tugas dan fungsi se ibagai beirikut 

: 

a. Visi 

“Me injadi Leimbaga yang profeissional, tangguh dan teirpeircaya dalam 

pe inceigahan dan peimbeirantasan peinyalahgunaan dan peire idaran geilap 

narkotika”. 

b. Misi 

1) Me ingeimbangkan dan meimpeirkuat kapasitas ke ileimbagaan 

2) Me ingoptimalisasi sumbe irdaya dalam peinye ileinggaraan peinceigahan dan 

pe imbeirantasan peinyalahgunaan dan peireidaran geilap narkotika 

3) Me ilaksanakan peinceigahan peinyalahgunaan narkotika seicara 

kompreiheinsif 

4) Me imbeirantas peireidaran geilap narkotika se icara profeissional. 
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3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional 

Badan Narkotika Nasional meimiliki struktur organisasi, te irdiri seibagai 

be irikut : 

a. Ke ipala 

b. Se ikreitariat Utama 

c. De iputi Bidang Peinceigahan  

d. De iputi Bidang Peimbeirdayaan Masyarakat 

e. De iputi Bidang Peimbeirantasan 

f. De iputi Bidang Reihabilitasi 

g. De iputi Bidang Hukum dan Keirja Sama 

h. Inspe iktorat Utama 

i. Pusat 

j. Instansi Ve irtikal 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sumber : Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 

 

Dalam peine ilitian “Impleimeintasi Prinsip Pe ingarusutamaan Ge indeir 

(PUG) dalam Manajeimein Rekrutmen Sumbeir Daya Manusia Peinyidik BNN 

di BNN Pusat”, pe ineiliti meingambil data informan dari 2 (dua) Satuan Ke irja 

yaitu Deiputi Bidang Peimbeirantasan BNN dan Se ikreitariat Utama BNN – Sub 
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Satuan Keirja Biro Sumbeir Daya Manusia Aparatur dan Organisasi dan Biro 

Pe ireincanaan BNN, adapun rincian struktur organisasi dan pe injeilasan tugas 

masing-masing satuan keirja seibagai beirikut : 

 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Seikreitariat Utama BNN 

 

                 Sumber : Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 

 

Biro Sumbe ir Daya Manusia Aparatur dan Organisasi se irta Biro 

Pe ireincanaan beirkeidudukan dibawah struktur organisasi Se ikreitariat Utama 

BNN se ibagai Satuan Keirjanya. Biro Sumbeir Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi meimpunyai tugas meilaksanakan peinyiapan peimbinaan dan 
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pe imbeirian dukungan administrasi ke ipeigawaian dan peinyiapan peimbinaan 

dan peinyeileinggaraan organisasi dan tata laksana, de ingan peinyeileinggaraan 

fungsi se ibagai beirikut : 

a. Pe inyusunan peireincanaan dan peingadaan ke ipeigawaian; 

b. Pe ilaksanaan administrasi ke ipeigawaian; 

c. Pe ilaksanaan administrasi pe imbinaan jabatan fungsional; 

d. Pe ilaksanaan peingeimbangan pe igawai; 

e. Pe ilaksanaan urusan keiseijahteiraan peigawai; 

f. Pe ilaksanaan analisis dan de isain organisasi; 

g. Pe ilaksanaan peinyusunan sisteim dan prose idur, uraian jabatan, dan 

hubungan tata keirja. 

Be irdasarkan uraian di atas, Biro Sumbeir Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi Seittama BNN me imiliki peiran untuk meinjawab peirtanyaan 

pe ineilitian teirkait peireincanaan dan peingadaan keipeigawaian dalam peineilitian 

ini. Seidangkan Biro Peireincanaan meimpunyai tugas meilaksanakan 

pe inyusunan keibijakan nasional di bidang P4GN dan strate igi BNN dan 

sinkronisasi dan inteigrasi peinyusunan program dan anggaran se irta eivaluasi 

dan peinyusunan laporan, deingan peinyeileinggaraan fungsi seibagai beirikut : 

a. Pe inyusunan keibijakan nasional di bidang P4GN dan strate igi BNN 

b. Sinkronisasi dan inteigrasi peinyusunan program dan anggaran 

c. Pe ilaksanaan peinyusunan reincana program dan anggaran di lingkungan 

BNN 

d. Pe ilaksanaan eivaluasi dan peinyusunan laporan. 

Be irdasarkan uraian di atas, Biro Pe ireincanaan meilaksanakan 

pe inyusunan reincana program dan anggaran yang me imiliki peiran seibagai 

Se ikreitariat Peingarusutamaan Geindeir (PUG) di lingkungan BNN. 
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Gambar 4.3 

Struktur Organisasi Deiputi Peimbeirantasan BNN 

 

           Sumber : Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 

 

De iputi Pe imbeirantasan BNN me impunyai tugas me ilaksanakan P4GN di 

bidang Peimbeirantasan, deingan pe inyeileinggaraan fungsi seibagai beirikut : 

a. Pe inyusunan dan peilaksanaan keibijakan nasional dan keibijakan teiknis 

P4GN di bidang pe imbeirantasan; 

b. Pe inyusunan dan peirumusan norma, standar, krite iria, dan prose idur 

ke igiatan inteilijein, peinyeilidikan dan peinyidikan, inteirdiksi, peinindakan 

dan pe ingeijaran, peingawasan tahanan, pe inyimpanan, peingawasan dan 

pe imusnahan barang bukti seirta peinyitaan ase it; 
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c. Pe ilaksanaan koordinasi, inte igrasi, dan sinkronisasi de ingan instansi 

pe imeirintah teirkait dalam peimbeirantasan dan pe imutusan jaringan 

ke ijahatan teirorganisasi peinyalahgunaan dan peireidaran geilap narkotika, 

psikotropika, preikursor, dan bahan adiktif lainnya, ke icuali bahan adiktif 

untuk teimbakau dan alkohol; 

d. Pe ilaksanaan administrasi pe inyeilidikan dan peinyidikan peinyalahgunaan 

dan peireidaran geilap narkotika, psikotropika, dan pre ikursor seirta bahan 

adiktif lainnya, keicuali bahan adiktif untuk te imbakau dan alkohol; 

e. Pe ilaksanaan peimutusan jaringan keijahatan teirorganisasi di bidang 

narkotika, psikotropika, dan pre ikursor seirta bahan adiktif lainnya, ke icuali 

bahan adiktif untuk teimbakau dan alkohol; 

f. Pe imbinaan teiknis keigiatan inteilijein, pe inyeilidikan dan peinyidikan, 

inteirdiksi, peinindakan dan peinge ijaran, peingawasan tahanan, 

pe inyimpanan, peingawasan dan peimusnahan barang bukti se irta peinyitaan 

ase it keipada instansi veirtikal di lingkungan BNN; 

g. Pe ilaksanaan e ivaluasi dan peilaporan peilaksanaan keibijakan nasional P4GN 

di bidang peimbeirantasan. 

De iputi Peimbeirantasan teirdiri dari 7 (tujuh) Direiktorat diantaranya 

se ibagai beirikut : 

a. Dire iktorat Inteilijein, meimpunyai tugas meilaksanakan keigiatan inteilijein 

b. Dire iktorat Narkotika me impunyai tugas me ilaksanakan administrasi 

pe inyidikan jaringan peinyalahgunaan dan pe ireidaran geilap narkotika alami 

dan sinteisis 

c. Dire iktorat Psikotropika dan Pre ikursor me impunyai tugas meilaksanakan 

administrasi peinyidikan jaringan peinyalahgunaan dan peireidaran geilap 

psikotropika dan preikursor narkotika. 

d. Dire iktorat Tindak Pidana Pe incucian Uang, meimpunyai tugas 

meilaksanakan administrasi pe inyidikan tindak pidana peincucian uang yang 

be irasal dari tindak pidana narkotika dan pre ikursor narkotika. 

e. Dire iktorat Inteirdiksi, meimpunyai tugas me ilaksanakan inteirdiksi dan 

administrasi peinyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas. 
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f. Dire iktorat Peinindakan dan Peingeijaran, meimpunyai tugas meilaksanakan 

pe inindakan dan peingeijaran jaringan peinyalahgunaan dan peireidaran geilap 

narkotika, psikotropika, preikursor dan bahan adiktif lainnya ke icuali bahan 

adiktif untuk teimbakau dan alkohol. 

g. Dire iktorat Peingawasan Tahanan dan Barang Bukti, me impunyai tugas 

meilaksanakan peingawasan tahanan dan barang bukti. 

 

B. Pembahasan 

 

1. Keiweinangan dan Tugas Pe inyidik BNN 

Amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 te intang Narkotika, 

Pasal 71, me inyeibutkan instansi BNN be irwe inang meilakukan peinyeilidikan 

dan peinyidikan peinyalahgunaan dan pe ireidaran geilap Narkotika dan 

Pre ikursor Narkotika. Keiweinangan teirseibut dilaksanakan oleih Peinyidik BNN 

meilalui peimbeirian Surat Keiputusan Peinyidik, didalam instansi BNN se indiri 

pe imbeirian keiweinangan Peinyidik tidak hanya dibe irikan keipada Fungsional 

Pe inyidik BNN dari Peigawai Neigeiri Sipil (PNS) saja, namun juga dibe irikan 

ke ipada Anggota Keipolisian yang ditugaskan se ibagai Peinyidik maupun 

Analis Pe inyidikan di lingkungan BNN. Pe inyidik BNN, Bpk. A. I.  

meinjeilaskan bahwa : 

“Ke iweinangan Peinyidik itu tidak hanya dibe irikan pada PNS saja, 

namun juga Anggota Keipolisian yang ditugaskan di Badan Narkotika 

Nasional, Pe inyidik BNN dan Pe inyidik dari Anggota POLRI yang 

ditugaskan tidak bisa dipisah be igitu saja, kami be ikeirja sama se ibagai 

tim”.  

 

Tugas Pe inyidik BNN teirtuang dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2009 teintang Narkotika dan Pe iraturan Meinte iri Peindayagunaan 

Aparatur Ne igara dan Reiformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 te intang 

Jabatan Fungsional Peinyidik BNN. Informasi tugas Pe inyidik BNN juga 

se isuai hasil wawancara de ingan Pe inyidik BNN, Ibu N.L., yang me injeilaskan 

bahwa : 
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“Tugas Pe inyidik BNN se isuai Pasal 75 UU Nomor 35 Tahun 2009 

teintang Narkotika yaitu dimulai dari rapat awal pe inyeilidikan dan 

pe inyidikan. Peinyeilidikan mulai dari pe inarge itan Targeit Opeirandi (TO), 

se iteilah TO beirhasil ditangkap ke imudian dibawa kei kantor untuk 

dilakukan peinyidikan, mulai dari peimbe irkasan awal, peimeiriksaan 

teirsangka seirta barang bukti, meimanggil orang seibagai saksi, 

meimeiriksa surat/dokumein lain teintang peinyalahgunaan narkotika, 

meimbuat Beirita Acara Peimeiriksaan (BAP) dan se ibagainya sampai 

ke ipada tahap II peimeiriksaan kei keijaksaan”.   

 

Keterangan tugas Penyidik BNN juga dibenarkan oleh informan yang 

lainnya yaitu Peinyidik BNN, Bpk. A. I.  yang meinjeilaskan tugas Penyidik 

BNN berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaki, sebagai 

berikut : 

“Tugas Peinyidik BNN se isuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

teintang Narkotika dan Pe irmeinpan No. 1 Tahun 2018 teintang Jabatan 

Fungsional Pe inyidik BNN, Dire iktorat Psikotropika dan Preikursor (P2) 

meilakukan peinyidikan teirkait CL ataupun lainnya seiteilah ada informasi 

dari Direiktorat Inteilijein. Peinyidik sudah dibe ikali informasi maupun 

data yang disharing ole ih tim Analis dan tim lapangan dari Dire iktorat 

Inteilijein, keimudian Tim dari Direiktorat P2 me ilakukan geilar peirkara 

targeit yang akan ditangani be irdasarkan informasi, analisa dari Analis 

Inteilijein Direiktorat Inteilijein dan informasi lapangan se ibeilum 

meilakukan peinangkapan, seihingga Peinyidik BNN sudah ada bayangan 

pe iran keijahatan narkotika dipeirankan oleih siapa saja, siapa kurir, siapa 

pe ingeindali dan siapa peineirimanya dsb se ihingga dalam peinyidikan, 

Pe inyidik bisa meinuangkan pada Beirita Acara Pe imeiriksaan (BAP) 

teirkait peiranan dalam ke ijahatan narkotika se ibeilum dilakukan 

pe inangkapan. Pada proseis peinangkapan, 3 (tiga) direiktorat meilakukan 

koordinasi, yaitu Direiktorat Inteilijein, Dire iktorat Peinindakan dan 

Pe ingeijaran (Dakjar) seirta Direiktorat Psikotropika dan Preikursor (P2), 

Pimpinan biasanya me indeileigasikan siapa saja Peinyidik yang turun 

meinangani kasus se iteilah meingeitahui jumlah orang yang te irlibat dalam 

kasus ke ijahatan narkotika. Misalkan te irdapat 5 (orang) dalam 1 (satu) 

kasus, 2 (dua) orang kurir, 2 (dua) orang pe ineirima, 1 (satu) orang 

pe ingeindali ‘barang’ dan 1 (satu) pe imeisan atau peimbeili ‘barang’, maka 

dibeirangkatkan 5 (lima) orang pe itugas atau Pe inyidik BNN. Pada saat 

kurir ditangkap maka langsung me incari pe ingeindali teirleibih dahulu, 

pe inting meingeitahui peiranan yang dominan dalam suatu kasus tindak 

pidana agar mudah untuk dike indalikan (peinangkapannya), jika 

pe ingeindali ‘barang’ sudah ditangkap maka akan mudah untuk 

meinangkap kurir dan pe imbeilinya kareina tidak dapat meingeilak lagi” 
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Peneliti juga mencari jurnal yang terkait dengan tugas Penyidik BNN 

yaitu jurnal “Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Melakukan Intersepsi (Penyadapan) Menurut Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika” dari Nasir yang te ilah meinjabarkan leibih 

lanjut teirkait keiweinangan penyidikan BNN, se ibagai beirikut : 

“1. Me inyusun dan meilaksanakan keibijakan nasional meingeinai 

pe inceigahan dan peimbeirantasan pe inyalahgunaan dan peireidaran geilap 

Narkotika dan Preikursor Narkotika; 2. Me inceigah dan meimbeirantas 

pe inyalahgunaan dan pe ireidaran geilap Narkotika dan Pre ikursor 

Narkotika; 3. Beirkoordinasi deingan Ke ipala Keipolisian Neigara 

Re ipublik Indoneisia dalam peinceigahan dan peimbeirantasan 

pe inyalahgunaan dan pe ireidaran geilap Narkotika dan Pre ikursor 

Narkotika; 4. Meiningkatkan keimampuan le imbaga reihabilitasi meidis 

dan reihabilitasi sosial pe icandu Narkotika, baik yang dise ileinggarakan 

oleih pe imeirintah maupun masyarakat; 5. Me imbeirdayakan masyarakat 

dalam peinceigahan pe inyalahgunaan dan peire idaran geilap Narkotika dan 

Pre ikursor Narkotika; 6. Meimantau, meingarahkan, dan meiningkatkan 

ke igiatan masyarakat dalam pe inceigahan peinyalahgunaan dan peireidaran 

ge ilap Narkotika dan Pre ikursor Narkotika; 7. Meilakukan keirja sama 

bilateiral dan multilate iral, baik reigional maupun inteirnasional, guna 

meinceigah dan meimbeirantas peireidaran geilap Narkotika dan Preikursor 

Narkotika; 8. Meingeimbangkan laboratorium Narkotika dan Pre ikursor 

Narkotika; 9. Meilaksanakan administrasi pe inyeilidikan dan peinyidikan 

teirhadap peirkara peinyalahgunaan dan peire idaran geilap Narkotika dan 

Pre ikursor Narkotika; dan 10. Meimbuat laporan tahunan me ingeinai 

pe ilaksanaan tugas dan weiweinang” Nasir (2017). 

 

Be irdasarkan peindapat keidua informan te irkait tugas Peinyidik BNN 

dapat disimpulkan bahwa ke idua informan meimiliki jawaban yang sama 

teirkait tugas Pe inyidik BNN yaitu se isuai de ingan Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 teintang Narkotika dan Peirmeinpan No. 1 Tahun 2018. 

2. Peingeitahuan Te irkait Geinde ir dan Peirspe iktf Geindeir 

Hasil wawancara meingeinai peingeitahuan ge indeir dan peirspeiktif geindeir 

yang dibeirikan keipada informan dari Peinyidik BNN dan Analis Sumbeir Daya 

Manusia Aparatur Ahli Muda Biro SDM Aparatur, didapatkan be ibeirapa 

pe indapat seibagai beirikut : 
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Pe inyidik BNN, Ibu N.L. be irpe indapat bahwa “Ge indeir bukan jeinis 

ke ilamin meilainkan konstruksi sosial atau karakte iristik yang meimiliki hak 

yang sama seidangkan peirpeiktif geindeir pe irlu dipeirhatikan keiseitaraannya 

kareina beirdasarkan sudut pandang yang be irbeida-beida”. 

Pe inyidik BNN, A.I. beirpeindapat bahwa “Ge indeir adalah sifat ataupun 

pe irilaku yang meileikat pada laki-laki dan Pe ireimpuan, seidangkan peirspeiktif 

ge indeir adalah cara pandang se iseiorang bahwa laki-laki dan Peireimpuan 

meimiliki peiran yang sama dalam keihidupan”.  

Analis Sumbeir Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro SDM 

Aparatur, Ibu S. T. be irpeindapat bahwa “Ge indeir meirupakan peirbeidaan sifat, 

karakteiristik maupun peirilaku antara laki-laki dan Pe ireimpuan dan dapat 

be irpeingaruh dalam kineirjanya. Peirspeiktif ge indeir meirupakan cara meimahami 

pe irbeidaan geindeir dari sudut pandang yang be irbeida”. 

Be irdasarkan peirbeidaan peindapat dari keitiga informan di atas meingeinai 

pe ingeitahuan geinde ir dan peirspeiktif geinde ir, peinulis meinyimpulkan bahwa 

pe ingeitahuan yang dimiliki ke itiga informan te irkait geindeir dan peirspeiktif 

ge indeir sudah cukup baik deingan peimahaman yang leibih seideirhana, seisuai 

de ingan peingeirtian ge indeir yang dikeimukakan oleih Gandhi (2012) yaitu 

ge indeir meineitapkan apa yang diharapkan, dipe irboleihkan dan dihargai dari 

se iorang peireimpuan ataupun laki-laki dalam konteiks teimpat dan waktu. 

Ge indeir meirupakan peimbeidaan peiran, atribut, dan sikap tindak atau pe irilaku, 

yang dianggap masyarakat pantas untuk pria dan Pe ireimpuan. 

3. Peinangan Kasus Ke ijahatan Narkotika yang Me ilibatkan Te irsangka 

Peireimpuan 

Hasil wawancara teirkait Peinanganan Kasus Ke ijahatan Narkotika yang 

meilibatkan te irsangka wanita keipada informan Peinyidik BNN didapatkan 

be ibeirapa peindapat, seibagai beirikut : 

Pe inyidik BNN, Ibu N. L. be irpeindapat bahwa : 

“Pe inanganan atau tindakan dalam prose is pe imeiriksaan tidak jauh beida, 

pada dasarnya sama, yang me imbeidakan hanya peinggeileidahannya saja, 
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pe inggeileidahan seisuai deingan jeinis ke ilamin teirsangkanya, jika jeinis 

ke ilaminnya laki-laki akan di geileidah oleih Pe inyidik laki-laki dan yang 

Pe ireimpuan digeileidah oleih Peinyidik Pe ireimpuan. Namun apabila 

Pe inyidik Peireimpuan tidak dilibatkan pada saat pe irkara yang 

meilibatkan teirsangka Peireimpuan teintunya kami meiminta bantuan 

ke ipada reikan Peireimpuan yang dilibatkan dalam pe inanganan peirkara 

untuk prose is peinggeileidahannya, tidak harus dige ileidah oleih Peinyidik 

BNN saja, namun jabatan lain bole ih seilama dilibatkan dalam tim untuk 

pe irkara teirseibut. Peinyidik dibeikali keimampuan teiknis pe inyidikan dari 

pe ilatihan yang kami dapat, se ihingga meimbantu dalam meilaksanakan 

tugas, dalam teiknik peimeiriksaan, peinyidik harus meimahami beitul 

status te irsangka beilum teirpidana seihingga peinting untuk meimahami 

teirsangka, teirutama pada teirsangka pe ireimpuan, Pe inyidik BNN 

meinggunakan cara bicara yang le imah leimbut, tidak langsung beirbicara 

de ingan keiras seihingga deingan seindiri nya si teirsangka mau jujur dan 

teirbuka, misalkan meilalui peimbicaraan yang leibih santai teintang 

background keiluarganya. Seihingga meire ika deingan sukareila akan 

meinjawab. Beida halnya apabila pe inyidik be irbicara deingan nada keiras, 

meireika akan leibih tutup mulut. Hal te irseibut juga beirlaku pada 

pe imeiriksaan teirsangka laki-laki. Apabila me imang teirdapat teirsangka 

yang masih ‘ke iukeiuh’ (tidak mau meingakui) maka Peinyidik BNN 

meinggunakan alat bukti agar me ireika tidak bisa meingeilak, intinya 

gimana Peinyidik BNN meinggunakan teiknik peinyidikan yang seisuai”. 

 

Penjelasan penanganan tersangka perempuan kasus kejahatan narkotika 

juga sama dengan yang dijelaskan oleh informan yang lain yaitu Peinyidik 

BNN, Bapak A. I.  yang be irpeindapat bahwa : 

“Pe inanganan teirsangka peireimpuan dan laki-laki tidak ada pe imbeida 

prose idurnya keicuali pada saat peinggeileidahan, teirsangka peireimpuan 

akan digeileidah oleih peitugas peireimpuan, se idangkan teirsangka laki-laki 

akan digeileidah oleih peitugas laki-laki. Pe inyidik BNN dibe ikali deingan 

ke imampuan teiknik peinyidikan pada saat inte irogasi”. 

 

Kemudian informan lainnya yaitu Peinyidik BNN, Bapak B. M. 

mengemukakan pendapat yang lebih bersifat teknis dan rinci berdasarkan 

fakta di lapangan saat melaksanakan tugas, sebagai berikut : 

“Pada saat targeitnya Pe ireimpuan kita peirlu me ilakukan peinggeileidahan 

badan, tidak mungkin yang me ilakukan adalah seiorang laki-laki, atau 

pe igawai yang meimiliki surat tugas atau ke iweinangan untuk meimeiriksa 

teirduga peilaku wanita, keimudian di dalam peinggeileidahan di dalam 

rumah atau teimpat tinggal, teintunya seiorang wanita kan meimiliki 

privasi dan peirlu didampingi oleih peitugas Pe ireimpuan, hal-hal yang 

se insitivei seipeirti ke ibutuhan wanita tidak bole ih dijamah oleih laki-laki 
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maka Peinyidik wanita ataupun pe igawai lain yang meimpunyai surat 

tugas maupun keiweinangan yang boleih meilakukan peimeiriksaan 

pe inyeilidikan, pada saat pe imeiriksaan bila teirsangka wanitanya ingin 

bre iak kei kamar mandi, peirlu dikawal oleih seiorang peitugas, tidak 

mungkin peitugas itu laki-laki, jadi peingge ileidahannya meiliputi badan, 

rumah atau teimpat tinggal dan keindaraan”. 

 

Be irdasarkan peindapat keitiga informan Peinyidik BNN te irseibut, peneliti 

meimbuat keisimpulan bahwa peinanganan kasus narkotika baik pada te irsangka 

Pe ireimpuan dan laki-laki sama, Peinyidik BNN meimiliki prototypei atau 

Standar Ope irsional Prose idur (SOP) yang je ilas, yang meimbeidakan hanya 

pada saat peinggeileidahan dimana pe ingge ileidahan barang dan orang 

(teirsangka) dilakukan seisuai deingan jeinis ke ilamin teirsangka. Apabila tidak 

teirdapat Peireimpuan maka Peinyidik BNN di lapangan me iminta bantuan 

ke ipada peitugas lain di luar Tim Pe inyidik untuk meilakukan peinggeileidahan.  

Peneliti juga meinanyakan informasi teirkait peilibatan Peireimpuan dalam 

kasus ke ijahatan narkotika dan didapatkan be ibeirapa informasi, seibagai beirikut 

: Pe inyidik BNN, Bapak A. I. beirpeindapat bahwa : 

 “Teirsangka Peireimpuan yang meinjadi peingantar barang biasanya hanya 

meingantarkan barang tanpa tahu barang itu apa de ingan iming-iming 

uang yang beisar. Tapi ada juga Pe ireimpuan yang meimang sudah 

meinjadikan peikeirjaan kurir ‘barang’ meinjadi suatu profeisi. Pada kasus 

TPPU dimana se iorang istri meineirima nafkah dari suami, se iorang istri 

tidak mungkin tidak me ingeitahui peikeirjaan dari suaminya, se ihingga 

pe inting bagi Pe inyidik BNN untuk meilakukan inteirogasi meindalam, 

Pe inyidik BNN harus meimiliki teiknik teirteintu yang meimbuat teirsangka 

meingakui peirbuatannya tanpa harus me ilakukan keikeirasan. Peimbeirian 

pidana pada Undang-undang TPPU teirgantung pada peiranan beisar atau 

ke icilnya. Pe iranan beisar misalnya meinyimpan dan beikeirja sama dalam 

kasus ke ijahatan narkotika. Pe iranan keicil jika hanya meingeitahui dan 

se iorang istri meinyadari seirta ikut meinase ihati suaminya agar tidak 

teirlibat dalam kasus lagi (tidak turut be ikeirja sama hanya meingeitahui)”. 

 

Pelibatan perempuan dalam kasus kejahatan narkotika diungkapkan 

Penyidik BNN Bapak A.I. , bahwa perepmpuan banyak berperan sebagai 

pengantar barang dan perempuan yang suaminya terlibat dalam kasus tindak 

pidana pencucian uang dalam kasus narkotika bisa ikut dipidana apabila 
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bekerja sama dengan suaminya. Keterangan lainnya diberikan oleh Peinyidik 

BNN, Ibu N. L., be irpeindapat bahwa : 

“Ke ibanyakan Peireimpuan meimang meinjadi kurir kareina faktor 

e ikonomi, ya… peingein dapeit uang deingan cara yang ceipat, dan 

ke ibanyakan peike irjaan meireika adalah ibu rumah tangga yang notabe inei 

meireika tidak beikeirja, apabila meireika seibagai jaringan akan dike inakan 

pasal peimufakatan akan beirlipat namun apabila se ibagai peilaku tunggal 

maka vonisnya jauh leibih ringan”. 

 

Be irdasarkan hasil teimuan data Rahma, Alfirdaus & Fitriyah faktor yang 

meimpeingaruhi peireimpuan dalam peinye ilahgunaan narkoba dije ilaskan 

se ibagai beirikut : 

“Pe iroleihan tingkat pe inyalahgunaan narkoba pada pe ireimpuan paling 

tinggi diraih ole ih ibu rumah tangga de ingan reintang usia produktif, 

faktor keikeirasan, peileiceihan, labeiling, diskriminasi, dan stigma ne igatif 

bukan meinjadi peimicu utama peireimpuan untuk meinggeiluti dunia 

narkoba, hal ini teirbukti bahwa ada alasan lain yang mampu 

meinjeirumuskan peireimpuan untuk be irsinggungan de ingan narkoba yaitu 

be iratnya tanggungan seiorang peireimpuan de ingan status singlei pare int, 

sulitnya kondisi eikonomi dikala pandeimi, dan meinjadi satu-satunya 

tulang punggung di keiluarga, meingharuskan se iorang peireimpuan 

meincari alteirnatif lain agar keibutuhan hidup ke iluarganya dapat 

teircukupi deingan baik tak luput juga de ingan beisarnya peingaruh akibat 

pe irgaulan beibas, lingkungan yang dikatakan narkobactiveid, dan 

sulitnya meingatasi sugeisti akibat dari pe inggunaan narkotika dalam 

kurun waktu yang lama juga me injadi salah satu dorongan te irbeisar 

se iorang peireimpuan meimiliki keiteirgantunan teirhadap narkoba. 

Be isarnya reisiko dan dampak yang akan dite irima tidak dapat dihindari” 

Rahma, Alfirdaus, & Fitriyah (2016). 

 

Be irdasarkan keisimpulan yang didapatkan dari ke idua Pe inyidik di atas 

maka peneliti meinyimpulkan bahwa peilibatan teirsangka peireimpuan dalam 

ke ijahatan narkotika rata-rata seibagai kurir kareina faktor eikonomi dan meireika 

ke ibanyakan adalah ibu rumah tangga hal ini didukung te imuan Kusumayani 

dan Binaji (2021) “Seiorang peireimpuan meilakukan tindak pidana narkotika 

dise ibabkan beirbagai faktor yaitu faktor ke ibutuhan eikonomi yang meiningkat 

maupun dikareinakan faktor lainnya, akibatnya pe ireimpuan yang meilakukan 

ke ijahatan seimakin meiningkat pula”. 
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4. Peingeimbangan Kompe iteinsi Meilalui Peilatihan Te iknis 

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis sangat diperlukan 

bagi pegawai, termasuk Penyidik BNN yang harus selalu mengembangkan 

kompetensinya guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dan 

penyidikannya. Peinyidik BNN, Ibu N.L. be irpeindapat bahwa : 

”Teintunya se ibagai Peinyidik BNN kami meindapatkan banyak peilatihan, 

baik peilatihan yang diseileinggarakan di inteirnal BNN yaitu di PPSDM 

maupun peilatihan yang diseileinggarakan di luar instansi BNN, di dalam 

maupun di luar neigeiri seipeirti peilatihan E imidic, JCLEiC dan 

se ibagainya”. 

Selain itu, informasi yang diberikan oleh informan lainnya yaitu 

Pe inyidik BNN, Bapak A. I. menjelaskan dirinya mengikuti diklat penyidikan 

yang diselenggarakan oleh PPSM BNN, dengan penjelasan lengkap sebagai 

berikut : 

“Diklat peinyidikan yang diseileinggarakan di PPSDM, juga ada 

pe ilatihan-peilatihan lainnya yang dise ile inggarakan baik di dalam 

maupun di luar neigeiri, soft diklat yaitu peilatihan yang sifatnya singkat 

se ikitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu se ipe irti peilatihan meineimbang, 

pe ilatihan RPE i, peilatihan untuk meingeimbangkan insting peinyidik, 

pe iltihan TPPN, JCLE iC (Peilatihan dari Australia) yang diikuti ole ih 

se iluruh neigara deingan peiseirta nya se iluruh Aparat Pe ineigak Hukum 

(APH) se irta peilatihan-peilatihan lainnya yang meindukung tugas jabatan 

se ibagai Peinyidik BNN dan peilatihan Eimidic”. 

 

Be irdasarkan keisimpulan yang didapatkan dari ke idua pe inyidik di atas 

maka peinulis meinyimpulkan bahwa te irdapat diklat peinyidik yang 

dise ileinggarakan oleih PPSDM baik di dalam maupun diluar. Adapun 

pe ilatihan teirseibut meiliputi peilatihan meine imbang, peilatihan RPEi, peilatihan 

untuk meingeimbangkan insting pe inyidik, pe iltihan TPPN, JCLE iC (Peilatihan 

dari Australia) yang diikuti ole ih seiluruh ne igara deingan peiseirta nya seiluruh 

Aparat Peineigak Hukum (APH) se irta pe ilatihan-peilatihan lainnya yang 

meindukung tugas jabatan seibagai Peinyidik BNN. 
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5. Keibijakan Peingarusutamaan Ge inde ir (PUG) di BNN 

Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaporan Kebijakan Nasional BNN, 

Ibu W.B. beirpeindapat bahwa : 

“Ke ibijakan PUG di BNN meirujuk pada : Instruksi Pre isidein Nomor 9 

Tahun 2000 teintang Peingarusutamaan Ge indeir dalam Peimbangunan 

Nasional Peiraturan Keipala BNN Nomor 1 Tahun 2020 teintang 

Pe ilaksanaan Peingarusutamaan Geindeir di Lingkungan BNN Peidoman 

PPRG yang te ilah disusun BNN me iwujudkan ke iseitaraan geindeir di 

lingkungan BNN dalam me injalankan tugas dan fungsinya te irhadap 

pe inceigahan dan peimbeirantasan Narkoba dan BNN me imiliki komitmein 

dalam meindukung upaya meingurangi ke iseinjangan geindeir guna 

meiwujudkan keiseitaraan geinde ir dalam peilaksanaan P4GN”. 

 

Be irdasarkan keisimpulan yang didapatkan dari Tim Koordinasi 

Pelaksana dan Pelaporan Kebijakan Nasional BNN di atas maka peneliti 

meinyimpulkan bahwa keibijakan PUG yang ada di BNN me irujuk pada 

Instruksi Pre isidein Nomor 9 tahun 2000 teintang Peingarusutamaan Geindeir 

dalam Peimbangunan Nasional dan Pe iraturan Keipala BNN Nomor 1 Tahun 

2020 teintang Peilaksanaan Peingarusutamaan Ge indeir di Lingkungan BNN. 

Peneliti juga beirtanya teirkait tim keilompok keirja yang meilaksanakan 

ke ibijakan peingarusutamaan geindeir (PUG) yang ada di BNN, Ibu W.B. 

be irpeindapat bahwa : 

“Dalam me ilaksanakan keibijakan peingarusutaman geinde ir, BNN 

meimbeintuk Tim Koordinasi Pe ilaksanaan dan Pe ilaporan Keibijakan 

Nasional Tahun 2021 yaitu me ilalui Keiputusan Ke ipala BNN Nomor : 

KE iP/348/III/KA/PR.01/2021/BNN. Me imang Tim pokja teirseibut tidak 

se icara khusus dipeiruntukkan untuk program peingarusutamaan geindeir 

saja namun untuk beirbagai keibijakan nasional yang salah satunya 

meimbahas teirkait Peingarusutamaan Geinde ir, bisa dilihat dalam poin 

‘Me ingingat’ kami masukkan Inpre is Nomor 9 Tahun 2000 teintang 

Pe ingarusutamaan Geindeir dalam Pe imbangunan Nasional”. 

 

Se ilain hal yang sudah dibahas di atas dalam BNN sudah me imiliki 

pe iraturan keipala badan narkotika nasional re ipublik indone isia nomor 14 tahun 

2023 teintang Peidoman Peingawasan Pe ingarusutamaan Geindeir Di 

Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (2023). 
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6. Isu Ge indeir dan Peilaksanaan Program Keirja Peingarusutamaan Geinde ir 

di BNN 

Untuk me imahami adanya isu ge indeir yang be irpeingaruh beisar teirhadap 

tugas fungsi peinyeilidikan dan peinyidikan peneliti meinanyakan teirkait 

dampak yang ditimbulkan kare ina keitimpangan jumlah Peinyidik BNN yang 

be irjeinis keilamin peireimpuan dan laki-laki, Pe inyidik BNN Bapak Z, juga 

be irpeindapat bahwa : 

“Pe indampingan oleih peitugas Pe ireimpuan bagi teirsangka Peireimpuan 

dipeirlukan kareina bisa beirpeiluang meilarikan diri, meinghilangkan 

barang bukti, dan tuduhan pe ileiceihan se iksual dan hal yang tidak 

diinginkan, misalkan pe imeirkosaan, digagahi, teirsangka digoda atau 

balik meinggoda, kareina keijahatan narkotika meirupakan eixtra ordinary, 

ke itika ia dihukum le ibih beirat mungkin dia bisa cari gara-gara seicara 

psikologis, dari sisi peireimpuan akan meincari ceilah”. 

 

Peneliti kemudian menanyakan kepada informan lainnya terkait apakah 

ada aturan khusus atau dokumen khusus yang harus dimiliki Penyidik BNN 

saat melakukan tugasnya, dan didapatkan keterangan dari Pe inyidik BNN 

Bapak B. M. yang beirpeindapat bahwa : 

“Pada saat peimeiriksaan badan, saku, kantong dibutuhkan pe itugas yang 

meimiliki jeinis keilamin yang sama, Peitugas pe imeiriksa teirsangka harus 

meimiliki leigal standing beirupa surat peirintah tugas, , tidak bisa asal 

main comot untuk minta tolong, biasanya kami me inggunakan surat 

pe irintah untuk peitugas dari satuan wilayah di luar tim kami apabila 

tidak ada peitugas Peireimpuan kami, dari wilayah provinsi atau 

kabupatein/kota di wilayah peinugasan untuk peirbantuan. Pada saat 

kasus te irsangka wanita di aceih, kami meiminta bantuan polwan yang 

be ikeirja di BNNP Ace ih”.  

 

Peneliti meinanyakan leibih lanjut peirihal leigal standing, Peinyidik BNN 

Bapak B. M. beirpeindapat bahwa “Kualifikasi me indapatkan leigal standing 

adalah Peinyidik beirdasarkan Surat Keiputusan Peinyidik yang dikeiluarkan 

oleih Ke ipala BNN, baru se icara formil dia meimiliki surat tugas dari teimpatnya 

be irtugas”. 

Peneliti juga menanyakan terkait langkah-langkah penganggaran 

program responsif gender. Kemudian informan dari Tim Koordinasi 
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Pelaksanaan dan Pelaporan Kebijakan Nasional BNN, Ibu W.R. menjelaskan 

bahwa : 

“Dalam isu geindeir ini kita meirujuk pada Geindeir Analysis Pathway 

(GAP) yang te ilah disusun dari masing-masing satke ir, Tim Pokja sudah 

meilakukan peintaggingan anggaran untuk me inganggarkan program 

se ijak 2022 sampai seikarang, untuk tahun 2024 pe intanggingan anggaran 

dilakukan di tahun 2023, sudah ada program ke irja peingarusutamaan 

ge indeir pada instansi BNN, kareina masuk dalam peinganggaran di BNN, 

meinggali isu dan analisis ge indeir dari seitiap satuan keirja dan sudah ada 

anggaran untuk program keirja teirseibut”. 

 

Peneliti juga menanyakan peirsoalan keitimpangan jumlah Peinyidik 

BNN di BNN Pusat, Ibu W.R. me imbeinarkan adanya keitimpangan teirseibut 

de ingan jawaban seibagai beirikut : 

“Teirkait isu geindeir kurangnya Peinyidik BNN di De iputi Bidang 

Pe imbeirantasan BNN meimang meinjadi pe irmasalahan dan itu juga 

disusun dalam Gatei Analysis Pathway (GAP) De iputi Peimbeirantasan, 

namun beilum ada tagging anggarannya kare ina beilum ada tindak lanjut 

baik dari satkeir Deiputi Bidang Pe imbeirantasan BNN dan Biro SDM 

Aparatur dan Organisasinya. Program tindak lanjut te irhadap isu geindeir 

di Deiputi Bidang Peimbeirantasan seimpat be irheinti kareina justru reigulasi 

re icruitmeint ASN se indiri yang tidak meimpeirboleih untuk meimbuka 

formasi khusus Pe inyidik BNN yang Pe ireimpuan saja”. 

 

Peneliti juga meinanyakan peindapat informan teirkait peimantauan dan 

e ivaluasi program peingarusutamaan geinde ir di BNN, Ibu W.R. be irpeindapat 

bahwa “Untuk peimantauan atau peingawasan ada di Inspeiktorat Utama BNN, 

kareina GAP PUG nya Inspe iktorat Utama BNN itu me iningkatkan kineirja 

auditor teirkait PUG dan be ilum ada eivaluasi program PUG di BNN”. 

Dari wawancara deingan para Peinyidik BNN dan pe irwakilan dari Tim 

Pokja Pe ingarusutamaan Geindeir (PUG) BNN, se irta peimantauan program 

pe ingarusutamaan geindeir di BNN, dapat disimpulkan bahwa Ke itimpangan 

jumlah Peinyidik BNN antara laki-laki dan pe ireimpuan meinjadi isu yang 

signifikan dalam peinyeilidikan dan peinyidikan di BNN. Dalam konte iks ini, 

ada keibutuhan untuk peindampingan peitugas pe ireimpuan teirhadap teirsangka 

pe ireimpuan untuk meinghindari peilarian, pe inghilangan barang bukti, se irta 

untuk meingatasi poteinsi peileiceihan se iksual atau gangguan lainnya. 
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Pe intingnya meimiliki peitugas de ingan jeinis keilamin yang sama saat 

pe imeiriksaan badan, saku, dan kantong te irsangka meinunjukkan bahwa leigal 

standing dan kualifikasi formal dipe irlukan untuk meinjalankan tugas ini. 

Pe inggunaan surat peirintah tugas dari satuan wilayah lain se ibagai bantuan jika 

tidak teirseidia peitugas peireimpuan meinunjukkan adaptasi dalam situasi 

teirseibut. Program peingarusutamaan geinde ir teilah meinjadi bagian dari 

pe inganggaran dan program ke irja BNN se ijak be ibeirapa tahun teirakhir. Namun, 

masih teirdapat keindala dalam tindak lanjut te irhadap isu geindeir, teirutama 

teirkait kurangnya peinyidik peireimpuan dan reigulasi reikrutmein ASN yang 

meimbatasi peimbukaan formasi khusus untuk pe inyidik BNN peireimpuan. 

Pe imantauan dan eivaluasi program peingarusutamaan geindeir di BNN 

dilakukan oleih Inspeiktorat Utama BNN, namun e ivaluasi teirseibut beilum 

teirlaksana. Ini meinunjukkan adanya pote insi untuk meiningkatkan 

pe ingawasan dan eivaluasi teirhadap impleimeintasi program peingarusutamaan 

ge indeir di BNN. 

De ingan de imikian, teirlihat bahwa isu ge indeir meimiliki dampak 

signifikan teirhadap tugas dan fungsi pe inye ilidikan dan peinyidikan di BNN, 

se irta peirlunya tindakan leibih lanjut untuk me ingatasi keitimpangan dan 

meiningkatkan impleimeintasi program peingarusutamaan geinde ir. 

7. Proseis Peireincanaan dan Pe ingadaan Peigawai di BNN 

Informasi terkait proseis peireincanaan dan pe ingadaan Peigawai BNN 

diberikan oleh informan dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi BNN yang 

bekerja di tim pengadaan pegawai Analis SDM Aparatur dan Organisasi, Ibu 

S. T. be irpeindapat bahwa : 

“Dalam proseis peireincanaan dan peingadaan peigawai tahapan peirtama 

adalah meimbuat analisis jabatan dan analisis be iban keirja seirta 

meinyusun reincana keibutuhan 5 (lima) tahun, saat ini dalam aplikasi 

BKN yaitu pe ireincanaan-siasn.bkn.go.id keimudian apabila sudah 

meindapatkan peirseitujuan dari Meinpan meilalui Keipmeinpan teintang 

Pe ingadaan Peigawai (Formasi) keimudian BNN me inyiapkan surat 

pe imbeiritahuan dimana didalamnya sudah me imuat formasi, batas waktu 

pe indaftaran, peirsyaratan peilamar, peirsyaratan beirkas administrasi dan 
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se ibagainya. Keimudian BNN meingirim surat kei BKN juga dalam hal 

meinyampaikan reincana peingadaan peigawainya meilalui aplikasi 

SSCASN BKN. Se iteilah peingumuman te irseibar meilalui aplikasi 

SSCASN BKN, ke imudian dilakukan seileiksi administrasi, biasanya 2 

(dua) minggu seite ilah peindaftaran, dilakukan veirifikasi dan validasi 

be irkas administrasi di Biro SDM Aparatur dan Organisasi dibantu ole ih 

be ibeirapa peigawai dari satuan keirja lainnya. Pe ingumuman hasil seileiksi 

administrasi, seileiksi kompeiteinsi dasar dan seileiksi kompeiteinsi 

diinformasikan meilalui weibsitei bnn.go.id dan pe iseirta akan meilihat 

hasil seileiksi nya meilalui akun masing-masing di aplikasi SSCASN”. 

 

Be irdasarkan keisimpulan yang didapatkan dari Peireincanaan dan 

Pe ingadaan Peigawai BNN di atas maka peinulis meinyimpulkan bahwa tahapan 

pe irtama dalam peireincanaan dan peingadaan peigawai adalah meimbuat analisis 

jabatan dan analisis be iban keirja seirta meinyusun re incana keibutuhan 5 (lima) 

tahun yang sudah dapat diakse is meilalui peire incanaan-siasn.bkn.go.id. Apabila 

teilah keiluar Keipmeinpan teintang Peingadaan Peigawai (Formasi) keimudian 

BNN me inyiapkan surat pe imbeiritahuan yang meimuat formasi, batas waktu 

pe indaftaran, peirsyaratan peilamar, peirsyaratan beirkas administrasi dan 

se ibagainya. Keimudian BNN me ingirim surat ke i BKN juga dalam hal 

meinyampaikan reincana peingadaan peigawainya meilalui aplikasi SSCASN 

BKN ke imudian diakukan proseis seileiksi administrasi (ve irifikasi dan validasi 

be irkas administrasi) tahap se ilanjutnya se ileiksi kompeiteinsi dasar dan 

diinformasikan meilalui weibsitei bnn.go.id. 

Teirkait isu geindeir (Keitimpangan jumlah Pe inyidik BNN), Pe inulis 

meinanyakan peirihal usulan keibutuhan untuk me imbuka formasi khusus untuk 

Pe inyidik BNN be irjeinis ke ilamin peireimpuan dari Deiputi Peimbeirantasan 

maupun Biro Peireincanaan dan jawaban dari dari Analis SDM Aparatur dan 

Organisasi, Ibu S.T. dan didapatkan informasi bahwa “Be ilum ada usulan 

yang dimaksud baik dari De iputi Peimbeirantasan maupun Biro Pe ireincanaan 

Se ittama BNN” 

Pe irnyataan teirseibut sangat beirbeida dari hasil wawancara de ingan Tim 

Koordinasi Pe ilaksanaan dan Peilaporan Ke ibijakan Nasional (Biro 

Pe ireincanaan BNN). Kurangnya koordinasi antar stakeiholdeir meimbuat 

pe ireincanaan pegawai beilum seisuai deingan Keibijakan Peingarusutamaan 
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Ge indeir (PUG) di BNN. Me iskipun sudah ada analisis sampai pe imantauan dan 

e ivaluasi program peingarusutamaan geinde ir yang sudah le ingkap di BNN 

namun beilum sinkron deingan Deiputi Pe imbeirantasan maupun Biro 

Pe ireincanaan dan jawaban dari dari Analis SDM Aparatur dan Organisasi 

se ihingga beilum ada tindak lanjut dalam prose is rekrutmen yang 

meimprioritaskan peireimpuan. 

C. Sintesis Pemecahan Masalah 

Tindak pidana narkotika me irupakan seibuah keijahatan yang dikeindalikan 

oleih sindikat teiroganisir deingan jaringan yang luas, rapi, rahasia bahkan 

jaringannya teirseibar se icara nasional dan inteirnasional. Keijahatan ini meilibatkan 

be irbagai kalangan dan me imiliki peiranan yang beirbeida-beida, diantaranya peilaku 

se ibagai bandar, seibagai peinghubung, seibagai peingeindali barang dan seibagai 

kurir. Uniknya keijahatan yang se icara teirorganisir ini dalam upaya transaksi 

narkotikanya untuk sampai ke i tangan peimbeili bahkan tanpa be irteimu se icara 

langsung se ihingga peinangkapan bandar nakoba meinjadi peikeirjaan yang sulit. 

Hukum me injadi sarana peingeindali sosial (social control) yang meimaksa 

warga neigara untuk meimatuhi peiraturan pe irundang-undangan. Pada kasus 

ke ijahatan narkoba teirdapat 3 (tiga) hukum yang me imayungi diantaranya : 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 te intang Narkotika, Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1997 teintang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2010 teintang Peinceigahan dan Peimbeirantasan Tindak Pidana Peincucian Uang. 

Saat ini peireimpuan dan keiteirlibatannya dalam kasus ke ijahatan narkotika 

teirnyata cukup banyak be irpeiran, teirbukti dari banyaknya di beirbagai meidia yang 

meimbeiritakan teirkait peinangkapan peire impuan seibagai peilaku ke ijahatan 

narkotika. Peilibatan peireimpuan pada kasus ke ijahatan narkotika cukup me imiliki 

pe iranan, rata-rata peireimpuan beirpeiran se ibagai kurir, peinjual biasa, peinitip 

barang, peimakai, namun tidak jarang pe ire impuan meinjadi peingeindali bahkan 

dalam peinyimpanan aseit hasil keijahatan narkotika tindak pidana pe incucian 

uang. Peireimpuan dalam rangkaian ke ijahatan narkotika me imiliki faktor 
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pe indorong yang meinjadikannya seibagai pe ilaku keijahatan narkotika, seibagai 

be irikut : 

1. Faktor Eikonomi dimana Motif peilaku keijahatan narkotika yang paling se iring 

teirjadi adalah faktor ke iteirbatasan eikonomi, peingaruh reilasi kuasa dan 

pe imaksaan. Saat ini banyak kasus pe ireidaran ge ilap narkotika yang tidak hanya 

meilibatkan peilaku pria saja, namun adanya pe iran se irta peireimpuan maupun 

anak-anak dalam kasus keijahatan narkotika. Ke ireintanan Peireimpuan teirhadap 

ke imiskinan dan latar be ilakang peindidikan yang reindah seirta konseip diri 

bahwa. 

2. Faktor sosial dimana te ikanan sosial , te irmasuk teiman-teiman se ibaya atau 

lingkungan seikitar, bisa meinjadi faktor peinting dalam meindorong Peireimpuan 

untuk teirlibat dalam keijahatan narkotika. 

3. Trauma dan keiseijahteiraan meintal dimana beibeirapa Peireimpuan mungkin 

teirlibat dalam keijahatan narkotika seibagai be intuk doping teirhadap traumatis 

atau kondisi keisulitan eimosional. 

4. Ke itidaktahuan peireimpuan kareina kurangnya peindidikan dan peinge itahuan 

se ihingga mudah dipeirdaya ole ih peilaku keijahatan narkotika lainnya. 

Ke iteirlibatan peireimpuan dalam kasus ke ijahatan narkotika juga me imbawa 

dampak buruk teirhadap keihidupannya dan keiluarganya. Adapun dampak 

teirseibut antara lain : 

1. Ke iseihatan fisik dan meintal dimana teirsangka peireimpuan juga keimungkinan 

meinjadi seiorang peingguna narkotika dan me imiliki dampak Keiseihatan yang 

se irius pada Peireimpuan, teirmasuk masalah Ke iseihatan meintal, keicanduan dan 

re isiko peinyalah gunaan. 

2. Pe imeicahan Ke iluarga dimana keiteirlibatan dalam keijahatan narkotika dapat 

meirusak hubungan keiluarga dan sosial teirsangka Pe ireimpuan. 

3. Isolasi sosial kareina beireidarnya stigma buruk di masyarakat. 

4. Pe irlakuan hukum dimana Pe ireimpuan yang te irlibat dalam keijahatan narkotika 

mungkin meinghadapi peirlakuan hukum yang beirbeida dibandingkan deingan 

teirsangka laki-laki. 
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Badan Narkotika Nasional dan Ke ipolisian meimiliki keiweinangan untuk 

meilaksanakan peinyeilidikan dan peinyidikan untuk meinangani peirkara kasus 

ke ijahatan narkotika. Oleih seibab itu peimbeintukan dan peingadaan Peinyidik BNN 

di se itiap satuan keirja yang meimpunyai fungsi pe imbeirantasan meinjadi sangat 

pe inting agar beirpeiran aktif dalam meilakukan peimbeirantasan narkotika. 

Pe ilaksanaan peingarustamaan geindeir (PUG) di Lingkungan BNN tidak 

dapat teirlaksana seicara optimal apabila tidak adanya re igulasi yang meingatur 

teirkait Peingarusutamaan Geindeir (PUG) di lingkungan BNN se ihingga pada 

Tahun 2020 Keipala BNN meingeisahkan Pe iraturan Keipala BNN Nomor 1 Tahun 

2020 teintang Peilaksanaan peingarusutamaan geindeir di Lingkungan BNN. 

Pe iraturan teirseibut yaitu meingamanatkan se itiap satuan/nit keirja pada BNN, BNN 

Provinsi dan BNN Kabupatein/Kota untuk meilakukan peinyusunan keibijakan, 

program dan keigiatan beirpeirspeiktif geinde ir meilalui peimbeintukan Tim Teiknis 

PUG te irleibih dahulu di seitiap satuan ke irja deingan meimpe idomani pada 

Pe ireincanaan dan Peinanggaran Reisponsif Geindeir (PPRG) deingan meitodei 

Ge indeir Analysis Pathway (GAP).  

Pe ingeirtian peingarusutamaan geindeir (PUG) dalam Instruksi Preisidein 

Nomor 9 Tahun 2000 teilah meindeifinisikan peingarusutamaan geindeir yaitu suatu 

strateigi yang dibangun untuk me inginteigrasikan geindeir meinjadi satu dmeinsi 

inteigral dari peireincanaan, peinyusunan, pe ilaksanaan, peimantauan dan eivaluasi 

atas keibijakan dan program peimbangunan. Prinsip dari Peingarusutamaan 

Ge indeir adalah keiseitaraan dan keiadilan ge indeir, baik laki-laki maupun 

pe ireimpuan. 

Pe ineilitian “Impleimeintasi Prinsip peingarusutamaan geindeir (PUG) dalam 

Manajeimein Rekrutmen Sumbeir Daya Manusia Peinyidik BNN di BNN Pusat”. 

Pe inulis akan meinganalisis pe irmasalahan se ipeirti yang teilah dijabarkan di BAB 

se ibeilumnya deingan meirujuk pada informasi-informasi yang teilah peinulis teirima 

dari seiluruh informan dan didapatkan hasil analisa se ibagai beirikut : 
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1. Pemahaman Pe ingarusutamaan Ge indeir (PUG) di Lingkungan BNN 

Pusat 

Be irdasarkan Peiraturan Keipala BNN Nomor 14 Tahun 2023 te intang 

Pe idoman Peingawasan Pe ingarusutamaan Ge indeir di Lingkungan BNN, 

pe irmasalahan isu geindeir pada BNN se icara garis beisar diantaranya : 

a. Be ilum seimua peireincanaan dan peingambil keibijakan meinganggap isu 

ge indeir adalah masalah prioritas. 

b. Kurangnya leigitimasi peiranan peireimpuan (hiddein statistic). 

c. Ke iteirbatasan data te irpilah geindeir untuk meilakukan analisis 

ke ibijakan/program dan keigiatan. 

d. Pe ireimpuan dianggap kurang mampu untuk be irsaing dan meilakukan yang 

meinjadi peikeirjaan laki-laki seihingga meinjadi paradigma yang meinyeintuh 

di dunia ke irja, peireimpuan juga ceindeirung diteimpatkan pada posisi yang 

be irnilai reindah dalam peikeirjaan, peindapatan dan posisi ke ipeimimpinan 

yang se itara. 

Pe irmasalahan dalam pe iraturan teirse ibut nampaknya sudah 

meinggambarkan peirmasalahan isu geinde ir yang ada di BNN. Adapun 

pe imbahasan poin di atas seibagai beirikut : 

a. Masalah geindeir di lingkungan BNN be ilum se ipeinuhnya meinjadi komitein 

pimpinan teirutama dalam hal peinyeidiaan sarana dan prasarana yang le ibih 

re isponsivei geinde ir, seipeirti ruang laktasi bagi peigawai BNN yang meinyusui 

di se itiap lantai geidung, keibutuhan ruang laktasi meinjadi hal yang krusial 

pe inyeidiaannya untuk dianggarkan oleih BNN hal ini teintunya akan 

meiningkatan motivasi bagi pe igawai BNN yang juga meirupakan seiorang 

ibu untuk meimbeirikan ASI bagi bayinya. 

b. Be irbicara teintang leigitimasi peiranan peire impuan, bila dilihat dari data 

pe igawai BNN yang meinduduki jabatan stateigis pimpinan tinggi pratama 

maupun madya maupun jabatan struktural, de ingan peirbandingan yaitu 

laki-laki beirjumlah 78,7% seidangkan peire impuan beirjumlah 21,3%. Hal 
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ini juga meinjadi faktor peindukung peirmasalahan kurangnya leigitimasi 

pe iranan peireimpuan yang meinjadi salah satu isu geindeir di BNN. 

c. Pe inyusunan data teirpilah geindeir beilum banyak dilakukan ole ih BNN 

se ihingga meinjadi suatu peinghambat dalam meilakukan analisis ke ibijakan 

ge indeir. 

d. Ke iseimpatan beirkarir bagi peireimpuan pada bidang peikeirjaan yang ideintik 

de ingan peikeirjaan laki-laki ceindeirung leibih se idikit dibandingkan deingan 

laki-laki kareina laki-laki seiring dianggap meimpunyai kapasitas dan 

stamina yang jauh di atas pe ireimpuan. Hal ini mungkin me injadi 

pe irtimbangan bagi peireimpuan dalam keiinginannya beirkarir di bidang 

pe ikeirjaan laki-laki se ipeirti jabatan peinyidik. Namun ke itimpangan jumlah 

Pe inyidik di BNN Pusat juga bisa dipe ingaruhi faktor-faktor seipeirti 

ke iinginan peireimpuan itu se indiri dalam meinjalani karir yang ceinde irung 

mau leibih santai kareina meimpeirtimbangkan keiluarga se irta izin dari 

pasangan (suami). 

Se iringkali isu-isu geindeir yang disusun dalam analisis ge indeir hanya 

dipeirgunakan dalam formalitas anggaran saja, bukan untuk me ingatasi isu-isu 

ge indeir yang seibeinarnya bisa dirasakan sumbe ir daya manusia di BNN namun 

acapkali bukan meinjadi prioritas pimpinan. 

2. Re ikrutmen Peigawai Jabatan Fungsional Peinyidik BNN Beirdasarkan 

Proporsi Keibutuhan Pe igawai Ditinjau Dari Data Peilibatan Peireimpuan 

Dalam Kasus Ke ijahatan Narkotika Dalam Kurun Waktu Te irteintu 

Ke itimpangan jumlah Peinyidik BNN di BNN Pusat de ingan angka yang 

cukup jauh peirbandingannya antara Peinyidik BNN beirjeinis keilamin laki-laki 

dan pe ireimpuan dari tahun 2018 sampai pada tahun 2023 me inunjukkan bahwa 

pe irmasalahan proporsi keibutuhan Peinyidik BNN be ilum teirtangani deingan 

baik. Hal ini didukung juga ole ih hasil Geinde ir Analysis Pathway (GAP) yang 

teilah disusun oleih Deiputi Bidang Peimbeirantasan BNN pada tahun 2022 (data 

teirlampir) meinunjukkan bahwa beirdasarkan peimeitaan jumlah peinyidik 

teirdapat isu geindeir yaitu keitimpangan jumlah peinyidik BNN antara laki-laki 
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dan pe ireimpuan, faktor keiseinjangan yang te irjadi kareina reicruitmeint peinyidik 

pe ireimpuan masih sangat minim baik dari anggota Polri maupun ASN yang 

meinyeibabkan teirkeindalanya tugas peinyeilidikan dalam hal pe inggeileidahan 

badan atau pakaian teirhadap peilaku peireimpuan.  

Be irdasarkan hasil wawancara teirkait prose is peingadaan atau 

re icruitmeint peinulis keipada Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Ibu S. T. yang 

meinyeibutkan bahwa langkah peirtama dalam proseis peingadaan adalah 

meimbuat analisis jabatan dan analisis be iban keirja seirta peireincanaan 

ke ibutuhan peigawai 5 (lima) tahun. 

Pe inulis meilakukan analisis teirhadap dokumein analisis jabatan peinyidik 

BNN. Pada dokume in te irse ibut peirsyaratan peinyidik BNN meimang 

dipeiruntukkan untuk peireimpuan dan laki-laki seihingga dalam proseis 

pe ingadaannya Biro SDM Aparatur dan Organisasi tidak me ilakukan 

pe ingadaan khusus untuk peinyidik peireimpuan saja. Keitimpangan ini juga 

dapat teirjadi apabila pe ilamar yang meimeinuhi kualifikasi baik se icara seileiksi 

administrasi, kompe iteinsi dasar dan kompe iteinsi bidang ke ibanyakan yang 

lolos seileiksi yang beirjeinis keilamin laki-laki saja. Hal ini me ingindikasikan 

bahwa baik peireimpuan dan laki-laki meimiliki keiseimpatan dan akseis yang 

sama untuk meinduduki jabatan peinyidik BNN. Namun ke itimpangan ini juga 

meinjadikan dampak bagi peilaksanaan tugas pe inyeilidikan dan peinyidikan. 

Be irkaitan deingan hal teirseibut peneliti juga meingkonfirmasi keipada 

Pusat Pe ireincanaan Keibutuhan di BKN dan bidang teirkait peingadaan CASN, 

didapatkan informasi bahwa dalam pe ingumuman rekrutmen bisa di 

tambahkan keiteirangan khusus yang me inye ibutkan peinyidik BNN formasi 

BNN Pusat dikhususkan be irjeinis keilamin pe ireimpuan. 

Berdasarkan hasil koordinasi peneliti dengan Pusat Perencanaan 

Kebutuhan di BKN dapat disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai khusus 

jenis kelamin tertentu diperbolehkan. Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan 

kesetaraan gender melalui tindakan afirmatif pengarusutamaan gender dalam 

manajemen rekrutment Penyidik BNN jika berdasarkan pada hasil analisa 
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gender dan pengalaman serta kebutuhan pelaksanaan tugas Penyidik BNN, 

dengan rekomendasi proporsi Penyidik BNN sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4.1 

Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Penyidik BNN 

No. 
Sub 

Satker 

Kebutuhan 

sesuai  

Peta 

Jabatan 

Bezzeting 

Penyidik 

BNN 

Perempuan  

Bezzeting 

Penyidik 

BNN 

Laki-laki 

Rekomendasi 

Penambahan 

Jumlah 

Penyidik 

Perempuan 

(rekrutmen) 

dalam 

Proyeksi 5 

(lima) tahun 

Keterangan 

1 Direktorat 

P2 

47 4 18 6 Asusmsi 

Setiap 

Direktorat, 

masing-

masing 5 

(lima) tim 

2 Direktorat  

TPPU 

53 2 29 8 

3 Direktorat 

Interdiksi 

60 2 37 8 

4 Direktorat 

Narkotika 

50 10 19 - 

 

3. Dampak Latar Be ilakang Jeinis Ke ilamin Te irhadap Prose is Peilaksanaan 

Tugas Pe inyidik BNN 

Be irdasarkan hasil wawancara Pe inyidik BNN Bapak Z didapatkan 

informasi bahwa keitimpangan jumlah pe inyidik beirdampak pada tugas 

Pe inyidik BNN dalam meilakukan peinyeilidikan dan peinyidikan diataranya : 
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a. Adanya poteinsi teirsangka peireimpuan dapat meilarikan diri dan 

meinghilangkan barang bukti kare ina tanpa adanya peindampingan dari 

pe inyidik BNN yang beirjeinis keilamin peireimpuan meimungkinkan meinjadi 

suatu keileimahan peinjagaan teirhadap teirsangka peireimpuan apalagi dalam 

kondisi teirteintu misalkan pada saat te irsangka peireimpuan akan buang air 

ke icil. 

b. Adanya poteinsi tuduhan peileiceihan seiksual yang dituduhkan ke ipada 

pe inyidik laki-laki yang se idang beirtugas me imeiriksa teirsangka peireimpuan, 

misalkan peinyidik laki-laki tidak seingaja meimeigang atau me inyeintuh 

bagian tubuh teirsangka peireimpuan, hal ini dapat me inyeibabkan 

pe inyeirangan balik atau fitnah ke ipada peinyidik laki-laki. 

c. Adanya poteinsi peimeirkosaan atau peile iceihan seiksual yang diteirima 

teirsangka peireimpuan dari pe inyidik laki-laki seipeirti kasus yang teirjadi di 

rumah tahanan Polda Sulawe isi Seilatan dimana oknum polisi be irinisial SA 

meileiceihkan tahanan peireimpuan dalam keiadaan mabuk. 

d. Adanya poteinsi peinyidik laki-laki digoda ataupun me inggoda teirsangka 

pe ireimpuan seihingga peinanganan peirkaranya pun meinjadi bias hukum. 

e. Adanya poteinsi peinolakan dari pihak teirsangka peireimpuan kareina tidak 

se isuai deingan geindeir seipeirti keiseiganan dalam meimbeirikan informasi 

yang deitil dari teirsangka Peireimpuan. 

Pe inanganan teirsangka peireimpuan deingan peinyidik peireimpuan 

biasanya akan leibih teirbuka dikareinakan se isama peireimpuan leibih bisa 

meimahami faktor psikologis. Pe inyidik BNN harus me ingeirti kodei eitik yang 

be irlaku dan dituntut meimpunyai peirpe iktif geindeir se ihingga dampak 

ke itimpangan atau poteinsi yang timbul dalam peilaksanaan tugas tidak te irjadi. 

Hal ini bisa dilakukan merekrut Penyidik BNN khusus perempuan dan 

membuat peilatihan bidang peinyeilidikan dan peinyidikan berperspektif 

gender. 
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4. Peilaksanaan Pe ingarusutamaan Ge indeir (PUG) di Instansi BNN Pusat 

dalam Proseis Rekrutmen 

Prose is rekrutmen peigawai yang dilakukan BNN sudah dise isuikan 

de ingan reigulasi dan peidoman yang teilah disusun oleih Meinteiri PANRB dan 

Ke ipala BKN. Prose isnya pun sudah se isuai de ingan siste im meirit dan prinsip 

meiritokrasi yaitu beirdasarkan pada kualifikasi, kompe iteinsi, poteinsi dan 

kineirja seirta inteigritas dan moralitas yang dilaksanakan se icara adil dan wajar 

de ingan tidak meimbeidakan latar beilakang, suku, ras, warna kulit, agama, asal-

usul, jeinis keilamin, status peirnikahan, umur atau beirkeibutuhan khusus. 

Namun dalam peilaksanaannya beilum dilakukan analisis dan e ivaluasi 

teirhadap usulan keibutuhan yang leibih reisponsive i geindeir, seipeirti peingadaan 

pe igawai jabatan Peinyidik BNN yang masih beilum meinindaklanjuti hasil dari 

analisis geindeir yang teilah disusun.  

BNN sudah me ireispon teirkait peingarusutamaan geindeir (PUG) hal ini 

ditunjukkan deingan diteirbitkannya Peirka BNN nomor 14 tahun 2023 teintang 

Pe idoman Peingawasan Peingarusutamaan Ge inde ir di Lingkungan Badan 

Narkotika Nasioanal. Dalam peiraturan teirse ibut dijeilaskan seicara leingkap dan 

siste imatis teirkait peineirapan PUG dalam lingkungan BNN, namun peneliti 

meineimukan beibeirapa peirmasalahan se ipeirti pe imilihan tim untuk peilaksanaan 

PUG be ilum meilibatkan keitua tim peingadaan peigawai dalam hal manajemen 

rekrutmen pegawai.  

Peneliti meilakukan peingeiceikan teirhadap nota dinas dari Dire iktur 

Psikotropika dan Preikursor Deiputi Bidang Pe imbeirantasan BNN keipada Biro 

Pe ireincanaan Seittama BNN, teintang Pe inyusunan GAP dan GBS 

Pe ingarusutamaan Geindeir (GAP) bahwa isu geindeir yang ada adalah 

ke itimpangan jumlah Peinyidik BNN. Be irdasarkan hasil wawancara Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi dan Biro Pe ireincanaan BNN didapatkan informasi 

yang beirbeida teirkait pe inyampaian nota dinas atau surat dinas, 

Biro peireincanaan seibagai leiading se ictor beilum meineiruskan 

pe irmasalahan ketimpangan jumlah (kesenjangan gender) kei Biro SDM 
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Aparatur dan Organisasi meilalui surat keidinasan. Deiputi peimbeirantasan pun 

juga beilum meineiruskan peirmasalahan teirse ibut kei Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi seibagai usulan peingadaan peigawai Penyidik BNN. Sehingga Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi tidak pe irnah meindapatkan usulan peingadaan 

pe igawai jabatan Peinyidik BNN dari Deiputi Bidang Peimbeirantasan maupun 

Biro Pe ireincanaan. Dalam hal ini isu ge inde ir keitimpangan jumlah Peinyidik 

BNN pe ireimpuan dan laki-laki beilum me indapatkan tindak lanjut padahal 

dampak dari isu geindeir ini beirdampak bagi peilaksanaan tugas Peinyidik BNN. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekrutmen Penyidik BNN belum 

menggunakan kebijakan yang berperspektif gender dalam menindaklanjuti 

hasil analisis gender yang telah disusun sebelumnya dan kurang merespon 

terhadap kesenjangan gender yang ada di instansi Badan Narkotika Nasional 

yaitu ketimpangan jumlah Penyidik BNN di BNN Pusat. se ilain itu beilum 

adanya Undang-undang yang meinjadi landasan hukum untuk 

pe ingarusutamaan geindeir (PUG) me imbuat ke ibingungan dalam peingambilan 

ke ibijakan peingadaan peigawai, padahal Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

meimpunyai keiweinangan untuk koordinasi ke i BKN untuk meinyampaikan 

ke ibutuhan peigawai peinyidik beirjeinis keilamin peireimpuan, sehingga dapat 

meinyeileisaikan peirmasalahan keitimpangan teirseibut. 

  


